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Oleh: Ghita Dwi Putri 
Pembinaan adalah suatu bagian tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi 
lebih baik Pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis di Dinas Sosial Kota 
Pekanbaru adalah bertujuan untuk mewujudkan hidup yang lebih baik dari 
sebelumnya. Keberadaan gelandangan dan pengemis yang semakin merajalela di 
Kota Pekanbaru, jelas meresahkan masyarakat. Tujuan penelitian ini yaitu untuk 
mengetahui sejauh mana pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis yang 
telah dilakukan pemerintah Kota Pekanbaru serta untuk mengetahui program yang 
telah dilakukan. Indikator yang digunakan meliputi Preventif, Refresif, dan 
Rehabilitatif. Tipe penelitian yang berlokasi di Kota Pekanbaru ini adalah 
menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian berdasarkan wawancara dan 
observasi disusun berdasarkan 3 indikator penelitian, Preventif (Pencegahan) 
Pemerintah Kota Pekanbaru kurang maksimal dalam memberikan penyuluhan 
kepada masyarakat agar tidak memberikan sumbangan, Refresif (Penindakan) 
Pemerintah Kota Pekanbaru kurang maksimal dalam menegakkan Perda Kota 
Pekanbaru No 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial, Rehabilitatif 
(Pembinaan) Pemerintah Kota Pekanbaru hanya memiliki Shelter (Rumah 
Singgah) sebagai tempat penampungan sementara bagi gelandangan dan 
pengemis. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pemerintah Kota Pekanbaru 
telah melakukan pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis namun kurang 
maksimal. Sementara dalam melaksanakan pembinaan tersebut terdapat beberapa 
hambatan, yaitu masih kurangnya penyuluhan yang diberikan, masih mudahnya 
masyarakat Kota Pekanbaru memberikan sumbangan, kurang maksimalnya 
pengekakkan Perda No 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial.  
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1.1 Latar Belakang Masalah 
 Dalam suatu negara, pembangunan bertujuan untuk mewujudkan hidup 
yang lebih baik dari sebelumnya. Karena itu keberhasilan suatu pembangunan 
sedikit banyak ditentukan oleh pemerintah mampu mengatasi masalah yang 
berkaitan dengan dana atau uang. Permasalahan dalam melaksanakan 
pembangunan, selalu berkaitan dengan masalah kemiskinan, dimana masalah 
kemiskinan ini merupakan masalah yang sulit diselesaikan dari dulu hingga 
sekarang. 
 Beberapa timbulnya kemiskinan setiap tahun disebabkan kurangnya atau 
tidak adanya pendidikan, tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan pasar 
kerja, sedikit lapangan kerja yang tersedia, penghasilan yang diperoleh kurang 
memadai, dan lahan yang semakin menyempit. 
 Oleh sebab itu orang-orang yang tidak memiliki pendidikan dan 
keterampilan, tidak memiliki pekerjaan tetap dan layak, dan tidak memiliki 
penghasilan inilah yang kemudian mencoba segala upaya untuk tetap bertahan 
hidup salah satunya dengan menjadi seorang pemulung, pengamen, pengemis, 
gelandangan, dan lain-lain. Selain itu menjadi seorang gelandangan dan pengemis 




 Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan 
norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai 
tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap dan mengembara ditempat umum. 
Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta 
ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belasan kasian 
dari orang lain. Sedangkan gelandangan pengemis adalah seseorang yang hidup 
menggelandang dan sekaligus mengemis dimuka umum. Peraturan Daerah Nomor 
12 tahun 2008 Kota Pekanbaru pada pasal 2 ayat 1, 2, dan 3 yang mengatur 
tentang gelandangan dan pengemis. 
 Keberadaan gelandangan dan pengemis yang semakin merajalela di Kota 
Pekanbaru, jelas meresahkan masyarakat. Khususnya pengguna jalan karena 
gelandangan dan pengemis ini sering berkeliaran di perempatan dan jalan-jalan 
pusat kota. Gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru semakin bertindak 
tidak sewajarnya, mereka melakukan aksinya dengan berbagai cara, mulai dari 
mengamen dengan alat musik seadanya, membersihkan kaca mobil yang berhenti, 
sampai berpura-pura cacat, ada juga yang meminta-minta dengan memaksa. 
Selain itu bagi perusahaan rumah makan dan restoran, gelandangan dan pegemis 
dengan lantang memasuki restoran dan rumah makan seenaknya, meski dilarang 
pengelolah tetap saja bersikeras masuk. 
  Masalah kemiskinan di indonesia berdampak terhadap meningkatnya arus 
urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa kekota-kota besar, sehingga 
terjadi kepadatan penduduk dan daerah-daerah kumuh yang menjadi pemukiman 




terbatasnya pengetahuan dan keterampilan menyebabkan banyak masyarakat di 
indonesia yang mempertahankan hidup dengan terpaksa menjadi gelandangan dan 
pengemis. Gelandangan dan pengemis merupakan salah satu kesenjangan sosial 
yang muncul dalam masyarakat di indonesia. Hampir seluruh kota-kota besar 
yang ada di indonesia di jamuri dengan gelandangan dan pengemis. 
 Terutama di Kota Pekanbaru dimana masih banyaknya gelandangan dan 
pengemis yang berada dipinggir jalan, persimpangan lampu merah, dan ditempat 
sebagainya, seperti seseorang yang mengecat tubuhnya dilampu merah untuk 
meminta-minta kepada pengendara. 
 Padahal Kota Pekanbaru memiliki Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2008 
yang mengatur tentang ketertiban sosial, pada pasal 3 ayat 1 yang berbunyi 
“dilarang melakukan pengemisan didepan umum dan ditempat umum baik dijalan 
raya, jalur hijau, persimpangan lampu merah, dan jembatan penyebrangan”. 
  Dalam bab III “bahwa dilarang bagi setiap orang memberikan sumbangan 
dalam bentuk uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis di jalan raya, 
jalur hijau, persimpangan lampu merah dan jembatan penyeberangan atau di 
tempat-tempat umum. Adapun alasan dikeluarkannya Perda No. 12 Tahun 2008 
ini adalah untuk mengatasi permasalahan masalah kesejahteraan di Kota 
Pekanbaru, yang dalam penelitian ini akan difokuskan pada pembinaan 





 Tetapi gelandangan dan pengemis masih saja berkeliaran di tempat- 
tempat umum, bahkan pemerintah juga tidak menegakkan sanksi terhadap 
gelandangan dan pengemis yang tertangkap. Hal ini dapat dilihat bahwa Peraturan 
Daerah nomor 12 tahun 2008 pasal 3 ayat 8 tentang ketertiban sosial tidak 
diimplementasikan secara baik terhadap gelandangan dan pengemis yang 
berkeliaran. Pada umumnya keberadaan gelandangan dan pengemis berada pada 
posisi nomaden, dimana keberadaan mereka berpindah-pindah tempat atau tidak 
menentu. Sesuai data yang sudah saya temui dilapangan terkait masih banyaknya 
gelandangan dan pengemis dilapangan, diuraikan sebagai berikut : 
Tabel 1.1 Data Jumlah Gelandangan dan Pengemis Tahun 2018-2020 
No Tahun Terjaring Gelandangan Pengemis 
1 2018 84 Orang 29 Orang 55 Orang 
2 2019 110 Orang 8 Orang 102 Orang 
3 2020 113 Orang 23 Orang 90 Orang 
Jumlah 307 Orang 60 Orang 247 Orang 
Sumber Data: Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2020 
 Berdasarkan table 1.1 diatas dapat diketahui bahwa jumlah gelandangan 
pada tahun 2018 yaitu 29 Orang dan pengemis 55 Orang, Tahun 2019 
gelandangan berjumlah 8 Orang dan pengemis 102 Orang, dan pada Tahun 2020 
gelandangan berjumlah 23 Orang dan pengemis 90 Orang, Kehadiran 
Gelandangan dan Pengemis pada Tahun 2018 ke 2019 meningkat dan 2019 ke 




Tabel 1.2 Data Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang diberi pembinaan 
keterampilan dan yang dipulangkan tahun 2018-2020 
No Tahun 
Jumlah yang 
diberi binaan dan 
keterampilan 





1 2018 20 Orang 
Olah pangan dan 
Kerajinan 
64 Orang 
2 2019 48 Orang 





Olah pangan dan 
Kerajinan 82 Orang 
Sumber Data: Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2020 
 Berdasarkan tabel 1.2 diatas dapat diketahui bahwa jumlah gelandangan 
dan pengemis tahun 2018 yang diberi keterampilan 20 orang dan jumlah yang 
dipulangkan 64 orang, pada tahun 2019 jumlah gelandangan dan pengemis yang 
diberi keterampilan 48 orang dan jumlah yang dipulangkan 62 orang, dan pada 
tahun 2020 gelandangan dan pengemis yang diberi keterampilan 31 orang dan 







Tabel 1.3 Data Anggaran Gelandangan dan Pengemis Tahun 2018-2020 
No Tahun Anggaran 
1 2018 APBD 
2 2019 APBD 
3 2020 APBD 
                    Sumber Data: Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2020 
 Berdasarkan tabel 1.3 diatas dapat diketahui anggaran gelandangaan dan 
pengemis pada tahun 2018-2020 tersebut dari APBD (Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah) dari data yang ada. 
Tabel 1.4 Data Program Pembinaan Dinas Sosial Kota Pekanbaru 
No Program Kegiatan 
1 Preventif 1. Penyuluhan dan 
Bimbingan Sosial 
2. Pembinaan Sosial 
3. Bantuan Sosial 
2 Refresif Melalui Lembaga maupun bukan 
Lembaga dengan maksud untuk 
menghilangkan dan mencegah 
meluasnya pergelandangan dan 
pengemisan di masyarakat 
3 Rehabilitatif Meliputi usaha-usaha penyantunan, 
pemberian latihan dan pendidikan 
    Sumber Data: Dinas Sosial Kota Pekanbaru 2020 
Berdasarkan tabel 1.4 diatas Dinas Sosial Kota Pekanbaru mempunyai 3 






Maka peneliti menemukan beberapa fenomena yang masih ada dalam 
pembinaandan pelatihan gelandangan dan pengemis yang dilakukan oleh Dinas 
Sosial Kota Pekanbaru, yaitu : 
1. Masih belum terasanya dampak pembinaan dan pelatihan yang dilakukan 
oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam menekan jumlah gelandangan dan 
pengemis yang ada di Kota Pekanbaru 
2. Masih banyak gelandangan dan pengemis yang terjaring setiap tahunnya 
oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang tidak bisa mengikuti pembinaan dan 
pelatihan yang diadakan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru. 
3. Jenis pembinaan dan pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota 
Pekanbaru masih bersifat mononton 
4. Pembinaan yang diberikan pada gelandangan dan pengemis juga dinilai 
masih belum memadai, ditambah lagi minimnya sarana dan prasarana yang 
dimiliki pemerintah daerah Kota Pekanbaru seperti rumah 
singgah/penampungan sebagai tempat penampungan sementara bagi 
gelandangan dan pengemis dalam rangka pemulihan mental dan pemberian 
keterampilan agar gelandangan dan pengemis dapat kembali melakukan 
aktivitasnya sesuai dengan norma-noema yang ada dimasyarakat. 
5. Minimnya tempat penampungan yang dimiliki pemerintah Kota Pekanbaru, 
senbagai upaya memaksimalkan rumah penampungan atau rumah kreatif 
sebagai wahana pembinaan bagi gelandangan dan pengemis dalam 
merefungsionalisasi gelandangan dan pengemis, diidenfikasi bahwa 




tidak pernah mengalakkan kerja sama dan mendorong pihak masyarakat 
seperti, yayasan sosial, Lembaga Swadaya masyarakat atau pemerhati sosial 
dalam melakukan upaya penanganan bagi gelandangan dan pengemis. 
6. Pada tahun 2020 gelandangan dan pengemis semakin meningkat akibat 
Covid-19 yang menyebabkan ekonomi masyarakat menurun. 
  Berdasarkan fenomena yang ada di latar belakang di atas, maka penulis 
tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Program Pembinaan 
















1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian di atas, maka menjadi perumusan masalah dalam penelitian 
ini adalah : 
1. Bagaimana program pembinaan gelandangan dan pengemis pada Dinas 
Sosial di Kota Pekanbaru ? 
2. Apakah hambatan-hambatan program pembinaan gelandangan dan 
pengemis pada Dinas Sosial di Kota Pekanbaru ? 
1.3 Tujuan Penelitian 
 Seiring perumusan masalah pada penelitian ini, maka tujuan dari 
penelitian ini yaitu : 
1. Untuk mengetahui program pembinaan gelandangan dan pengemis pada 
Dinas Sosial di Kota Pdekanbaru ? 
2. Untuk mengetahui bagaimana hambatan-hambatan pada program 
pembinaan gelandangan dan pengemis di Dinas Sosial Kota Pekanbaru ? 
1.4 Manfaat Penelitian  
Adapun kegunaan dari penelitian ini, antara lain : 
1. Manfaat Teoritis  
   Bagi peneliti sendiri dapat menambah wawasan dan pengetahuan 
serta menganalisis terhadap kenyataan yang ada mengenai pembinaan 
gelandangan dan pengemis pada Dinas Sosial Kota Pekanbaru. 




a. Bagi instansi pemerintah dapat memberikan informasi yang dapat 
dijadikan acuan pengambilan keputusan terutama dalam permasalahan 
gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru 
b. Peneliti ini dapat menjadi informasi bagi para peneliti byang berminat 
untuk meneliti tentang peranan Dinas Sosial dalam pembinaan 
gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru di masa yang akan 
datang. 
1.5 Sistematika Penulisan 
BAB I  : PENDAHULUAN  
Pada bab ini dimulai dari latar belakang masalah, kemudian 
diuraian berikutnya membahas mengenai rumusan masalah, 
pertanyaan penelitian serta tujuan dan manfaat penelitian. 
BAB II : LANDASAN TEORI  
Bab ini berisikan definisi konsep, teori-teori, referensi yang 
bersumber dai buku, review  jurnal, publikasi yang relevan 
dengan masalah yang diteliti dan kajian terdahulu. Pandangan 
islam terhadap masalah penelitian. Kerangka pemikiran/konsep 
operasional/definisi konsep/variabel penelitian/hipotesis. 
BAB III : METODE PENELITIAN 
Bab ini berisikan lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber 





BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 
Bab ini berisikan sejarah objek penelitian, aktivitas objek 
penelitian, struktur organisasi objek penelitian. 
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisikan hasil penelitian yang dilakukan dan pembahasan 
terhadap hasil penelitian. 
BAB VI : PENUTUP 
Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-







2.1 Definisi Pembinaan 
 Menurut (Thoha, 2005) Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil, 
atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjuk kanadanya 
kemajuan, peningkatan, pertumbuhan evolusi atas berbagai kemungkinan, 
berkembang, atau peningkatan atas sesuatu.  
 (Asmaya, 2003) menerangkan bahwa pada dasarnya ada dua macam 
bentuk pembinaan karakter yaitu diantaranya pertama, pembinaan kepribadian, 
yaitu pembinaan yang diarahkan pada pembinaan mental danwatak agar 
bertanggung jawab pada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Kedua, pembinaan 
kemandirian yaitu pembinaan yang diarahkan pada pembinaan bakat dan 
keterampilan. Proses pembinaan mental dapat dilakukan dengan dua bentuk 
pendekatan. Pertama, menggunakan pendekatan secara langsung. 
 Pendekatan langsung terjadi apabila pihak pembina melakukan proses 
pembinaan melalui tatap muka langsung, pendekatan langsung ini dilakukan 
melalui kegiatan diskusi, tanya jawab, kunjungan lapangan dan permainan. 
Caracara pembinaan langsung dibagi menjadi dua macam, yaitu pembinaan 
individual dan pembinaan secara kelompok. Selanjutnya bentuk pendekatan tidak 
langsung. Pedekatan ini dapat dilakukan melalui berbagai media informasi baik 
cetak maupun elektronik. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam suatu proses 
pembinaan karakter adalah sebagai berikut :  
 
 
1. Pembinaan karakter mempunyai tujuan yang ingin dicapai, yaitu untuk 
merubah perilaku, meningkatkan perilaku, meningkatkan pengetahuan dan 
keterampilan. 
2. Terdapat suatu proses bimbingan, pengarahan dan tindakan kepada yang 
dibinanya. 
3. Terdapat unsur manajerial (Perencanaan, Pengorganisasian, Pengawasan) 
4. Output, kualitas hasil lulusan yang diharapkan. 
 Pembinaan menurut (Sarwono, 2005) pembinaan adalah suatu kegiatan 
yang berupaya untuk menjadikan seseorang dengan perilaku tidak baik menjadi 
baik, dengan pendekatan secara personil sehingga dapat sekaligus diketahui 
penyebab perilaku yang tidak baik selama ini ditujukan. 
 Chaniago dalam (Akbar, 2009) menjelaskan bina berarti mendirikan, 
membangun, mengusahakan agar mempunyai kemajuan lebih. Dari kata bina ini 
kemudian terbentuk pembinaan diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan 
manusia untuk membangun keadaannya baik bagi diri sendiri ataupun terhadap 
orang lain, usaha-usaha tersebut tentunya mengarah kepada hal-hal yang bersifat 
kearah yang lebih baik. Pembinaan terjadi melalui proses melepaskan hal-hal 
yang bersifat menghambat, dan mempelajari pengetahuan dengan kecakapan baru 
yang dapat meningkatkan taraf hidup dan kerja yang lebih baik. Pembinaan 
tersebut menyangkut kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, 
koordinasi, pelaksanaan dan pengawasan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan 
hasil yang maksimal. 
 
 
 Pemerintah Kota Pekanbaru untuk menangani Gelandangan dan Pengemis 
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial 
Pasal 3 Ayat 1 yaitu “dilarang melakukan meminta-minta di depan umum dan di 
jalan raya, jalur hijau, persimpangan lampu merah, dan jembatan penyebrangan”. 
2.2 Pengertian Gelandangan dan Pengemis 
 Pengemis kebanyakan adalah orang orang yang hidup mengelandang. 
Istilah gelandangan berasal dari kata gelandangan, yang artinya selalu berkeliaran 
atau tidak pernah mempunyai tempat kediaman tetap. Pada umumnya para 
gelandangan adalah kaum urban yang berasaldari desa dan mencoba nasib dan 
peruntungannya di kota, namun tidak didukung oleh tingkat pendidikan yang 
cukup, keahlian pengetahuan spesialisasi dan tidak mempunyai modal uang. 
Sebagai akibatnya, mereka bekerja serabutan dan tidak tetap, terutama di sektor 
informal. (Huda, 2009) 
 Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan 
meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap 
belas kasihan orang lain. Weinberg menggambarkan bagaimana pengemis yang 
masuk dalam kategori orang miskin diperkotaan sering mengalami praktek 
diskriminasi dan pemberian stigma yang negatif. Dalam kaitannya dengan ini, 
Rubington & Weinberg menyebutkan bahwa pemberian stigma negatif justru 




 Menurut Departemen Sosial R.I (1992), Gelandangan adalah orang- orang 
yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan yang 
layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan 
pekerjaan yang tetap diwilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. 
 Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan 
norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai 
tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap dan mengembara ditempat umum. 
Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan memintaminta 
ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belasan kasian 
dari orang lain. Sedangkan gelandangan pengemis adalah seseorang yang hidup 
menggelandang dan sekaligus mengemis dimuka umum. 
 Menurut Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2008 Kota Pekanbaru pada 
pasal 2 ayat 1, 2, dan 3 yang mengatur tentang gelandangan dan pengemis. Istilah 
gelandangan berasal dari kata “gelandang” yang berarti selalu mengembara atau 
berkelana. Gelandangan dideskripsikan sebagai orang-orang yang tidak 
mempunyai pekerjaan yang tetap dan layak serta tidak memiliki tempat tinggal 
tetap dan layak, serta makan minum disembarang tempat. Sedangkan yang 
dimaksud pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan 
meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap 
belas kasihan dari orang lain. 
 Dari definisi tersebut hanya menitik beratkan pada sebuah perpindahan, 
sehingga masih terlalu umum untuk menyebut seseorang sebagai gelandangan dan 
 
 
pengemis. Lebih spesifik, (Wijaya, 2014) mengatakan bahwa gelandangan 
merupakan sekelompok masyarakat yang seringkali ditemukan dalam keadaan 
tidak lazim di beberapa tempat seperti di bawah jembatan, lorong atau gang 
sempit maupun disekitar rel kereta api, emperan toko maupun ruko, seringkali 
dalam hidupnya terlihat berbeda dari manusia merdeka atau sejahtera lainnya. 
Untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, gelandangan berusaha mencari 
uang dengan berbagai macam cara mulai dari menjadi pemulung, peminta-minta 
atau pengemis, menjadi tukang semir sepatu, menjadi tukang becak, menjajakan 
makanan, hingga menjadi pengamen. 
 Definisi lebih luas lagi menambahkan pelibatan aspek sosial yang tak 
terpisahkan dengan kehidupannya seperti yang termuat dalam pasal 1 poin 1 
Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan 
dan Pengemis (peraturan ini merupakan peraturan pelaksanaan dari 
UndangUndang nomor 6 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Sosial yang sudah 
diubah menjadi Undang-Undang nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan 
sosial), bahwa gelandangan merupakan mereka yang hidup dalam keadaan. 
2.3 Program Pembinaan dan Pelatihan Gelandangan dan Pengemis 
 Program pelatihan dan pembinaan berupa pemberian keterampilan 
membuat kerajinan dan olah pangan seperti batu bata, menjahit, membuat kue, 
pangkas rambut, menyulam dan lain-lain. 
 
 
 Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai 
dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak 
mempunyai mata pencaharian dan tempat tinggal yang tetap.  
Kriteria Gelandangan adalah : 
1. Anak sampai dengan usia dewasa, tinggal disembarang tempat dan hidup 
mengembara dan menggelandang. 
2. Tidak mempunyai tanda pengenal atau identitas diri 
3. Tidak mempunyai pekerjaan tetap 
 Selanjutnya pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan 
dengan cara meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara, dengan alasan 
untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.  
Kriteria Pengemis adalah : 
a. Anak sampai dengan usia dewasa 
b. Meminta-minta ditempat umum 
c. Bertingkah laku untuk mendapatkan belas kasihan 
d. Biasanya mempunyai tempat tinggal tertentu atau menetap, membaur 
dengan penduduk pada umumnya. 
 Pembinaan adalah untuk merubah seseorang untuk menjadi baik dan 
mampu untuk hidup mandiri, ini berkenaan dengan bagaimana tujuan yang di 
sosialisasikan kepada organisasi atau publik dan manfaat dari tujuan itu. Bentuk 
pembinaan yang digunakan dalam pelaksanaan pembinaan gelandangan dan 
pengemis oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru 2018 adalah : 
 
 
2.3.1 Preventif  
 Adapun yang menjadi dasar yuridis pemerintah kota pekanbaru 
untuk menangani gelandangan yaitu peraturan pemeritah tentang 
penanggulangan gelandangan dan pengemis yaitu peraturan pemerintah 
Republik Indonesia No. 31 Tahun 1980. Dalam peraturan pemerintah 
tersebut diatur usaha pemerintah untuk menangani masalah sosial 
gelandangan dan pengemis yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : 
Usaha preventif adalah usaha secara terorganisir yang meliputi 
penyuluhan, bimbingan, latihan, pendidikan, pemberian bantuan, 
pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada 
hubungannya dengan pergelandangan dan pengemisan sehingga akan 
mencegah terjadinya : 
a. Pergelandangan dan pengemisan oleh individu atau keluarga-keluarga 
terutama yang sedang berada dalam keadaan sulit penghidupannya. 
b. Meluasnya pengaruh dan akibat adanya pergelandangan dan 
pengemisan di masyarakat yang dapat menganggu ketertiban dan 
kesejahteraan umum. 
c. Pergelandangan dan pengemisan kembali oleh para gelandangan dan 
pengemis yang telah direhabilitasi dan ditransmigrasi ke daerah 
pemukiman baru ataupun dikembalikan ketengah masyarakat 
Usaha preventif bertujuan untuk mencegah timbulnya gelandangan 
dan pengemis di masyarakat, yang ditujukan baik kepada perorangan 
 
 
maupun kelompok yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya 
gelandangan dan pengemis. Usaha preventif ini di lakukan dengan  cara :  
a. Penyuluhan dan bimbingan sosial  
b. Pembinaan sosial 
1) Pembinaan Mental 
 Hal ini menjadi perhatian utama karena fenomena 
gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru jika dilihat dari 
factor cultural bahwa gelandangan dan pengemis memiliki 
watak tidak produktif, enggan berubah dan merasa nyaman 
dalam kemiskinan karena mereka dengan mudah menghasilkan 
uang dengan meminta-minta dijalanan dan mereka tidak lagi 
mersa malu dalm melaksanakan aktivitas menggepengnya, 
karena selain mudah penghasilannya juag lumayan. Tujuan 
pembinaan ini adalah untuk memotivasi para gepeng untuk 
mengurangi tingkat kemalasan, adanya rasa malu ketika 
melakukan aktivitas tersebut. 
2) Pemberian Pembinaan Keterampilan 
 Pembinaan pemberian keterampilan yang dilakukan selama 
ini merupakan kegiatan suplemen atau tambahan dari pembinaan 
mental yang dilakukan, pemberian pelatihan ini dilakukan bagi 
para gelandangan dan pengemis yang mau mengikuti 
meningkatkan kesadaran,harga diri dan kepercayaan terhadap 
diri sendiri serta arti pentingnya bekerja. Tujuan pelaksanaan 
 
 
pembinaan ini untuk tercapainya tujuan Kota Pekanbaru bebas 
dari Gelandangan dan Pengemis. Dengan demikian tingkat 
keberhasilan atau pencapain tujuan pembinaan dapat di lihat dari 
sejauh mana sudah dilakukan nya razia dan pembinaan terhadap 
gelandangan dan pengemis oleh pihak- pihak yang melakukan 
pembinaaan tersebut. 
3) Pelatihan Keterampilan 
 Melalui pemberian pelatihan keterampilan terhadap 
gelandangan dan pengemis dengan tujuan agar gelandangan dan 
pengemis memiliki keahlian yang diharapkan dapat menjadikan 
mereka (gelandangan dan pengemis) lebih berdaya di 
masyarakat, atau dengan kata lain keahliaan yang dimiliki dapat 
dijadikan sumber mata pencarian dalam memenuhi kebutuhan 
hidup, tidak mengelandang dan mengemis lagi. Contoh 
keterampilan pembinaan dan pelatihan yang diberikan oleh 
dinas sosial seperti Sol sepatu, pangkas rambut, menjahit, 
menyulam, salon/kecantikan, daur ulang dan membuat kue. 
4) Spiritual 
 Mayoritas Gepeng yang dibina di Dinas Sosial Kota 
Pekanbaru beragama Islam, untuk itu bimbingan mental dan 
spiritual ini tidak lepas dari risalah agama Islam yangbersumber 
pada Al-Qur’an dan hadist. Pelaksanaan bimbingan mental dan 
spiritual ini, dengan cara shalat magrib berjama’ah di Masjid 
 
 
yang disediakan Dinas Sosial. Setelah shalat magrib berjamaah 
peserta bimbingan membaca Al- Qur’an dengan dibimbing 
petugas sampai shalat Isya tiba. Menjelang shalat subuhnya tiba 
klien dibangunkan oleh petugas untuk melaksanakan shalat 
tahajud berjama’ah, kemudian melaksanakan tadarusan sampai 
waktu sholat subuh tiba. Setelah shalat subuh, klien dibimbing 
unuk menyimak ceramah yang disampaikan oleh pihak Dinas 
Sosial dan tentunya masih dalam pengawasan dan bimbingan 
oleh pembimbing. 
Selain itu ada kegiatan lainnya diantaranya, setiap malam jumat 
diadakan kegiatan membaca surat yasin secara bersama sedangkan 
pagi harinya pukul 08.15-09.00 mendengarkan pelajaran yaitu 
tentang akhlakul karimah. Manusia tanpa akhlak akan kehilagan 
derajat kemanusiaan, yaitu sebagai makhluk yang mulia, agama 
islam memandang akhlak sebagai suatu prinsip yang harus 
dihormati yang dijunjung tinggi. 
c. Bantuan sosial 
2.3.2 Represif  
  Usaha represif adalah usaha-usaha yang terorganisir, baik melalui 
lembaga maupun bukan lembaga dengan maksud untuk menghilangkan 
pergelandangan dan pengemisan serta mencegah meluasnya di 
masyarakat. Usaha represif ini bertujuan untuk mengurangi atau 
meniadakan gelandangan dan pengemis yang ditujukan baik kepada 
 
 
seseorang maupun kelompok orang yang disangka melakukan 
pergelandangan dan pengemisan. 
a. Razia 
b. Penampungan sementara untuk diseleksi setelah gelandangan tersebut 
di razia dan di seleksi, maka tindakan selanjutnya adalah : 
1. Dilepaskan dengan syarat 
2. Dimasukkan dalam panti sosial 
3. Dikembalikan kepada keluarganya 
4. Diserahkan ke pengadilan 
5. Diberikan pelayanan kesehatan 
2.3.3 Rehabilitatif  
 Usaha rehabilitatif adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi 
usahausaha penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan 
kemampuan dan penyaluran kembali ke daerah pemukiman baru melalui 
transmigrasi maupun ketengah masyarakat, pengawasan serta bimbingan 
lanjut, sehingga dengan demikian para gelandangan dan pengemis 
kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan 
martabat manusia sebagai warga Negara RI. 
 Usaha rehabilitatif ini bertujuan agar fungsi mereka dapat berperan 
kembali sebagai warga masyarakat. Usaha rehabilitative ini di lakukan 
dengan cara : 
a. usaha-usaha penampungan,  
b. seleksi  
 
 
2.4 Pandangan Islam Tentang Gelandangan dan Pengemis 
 Islam senantiasa mengajarkan umatnya agar berusaha untuk memenuhi 
kebutuhan hidupnya. Tidak dibenarkan seseorang muslim berpangku tangan saja 
atau berdoa saja mengharapkan rezeki datang dari langit tanpa mengiringinya 
dengan usaha. Namun demikian, tidak pula dibenarkan terlalu mengandalkan 
kemampuan diri sehinggga melupakan pertolongan ALLAH SWT dan tidak mau 
berdoa kepada-Nya. 
 Seseorang yang menginginkan kemajuan hendaknya harus bekerja keras. 
telah menjadi sunnatullah di dunia bahwa kemakmuran akan dicapai oleh mereka 
yang bekerja keras dan memanfaatkan segala potensinya untuk mencapai 
keinginannya. Tidak heran jika banyak orang yang tidak beriman kepada ALLAH 
SWT, tetapi mau bekerja keras untuk kemakmuran di dunia walaupun di akhirat ia 
tetap celaka. Sebaliknya, adapula yang beriman kepada Allah, tetapi tidak mau 
bekerja dan berusaha sehingga sulit untuk mencapai kemakmuran. Dengan 
demikian, seorang peminta-minta yang sebenarnya mampu mencari kasab dengan 
tangannya, selain telah merendahkan dirinya, diapun secara tidak langsung telah 
merendahkan ajaran agamnya yang melarang perbuatan tersebut. 
 Bahkan ia dikategorikan kufur nikmat karena tidak menggunakan tangan 
dan anggota badannnya untuk berusaha dan mencari rezeky sebagaimna 
diperintahkan syara. Padahal ALLAH SWT pasti memberikan rezeky kepada 




Artinya : “Dari Abdullah bin Umar r.a berkata : Ketika nabidi atas mimbar 
Rasulullah SAW berbicara tentang sedekah, menghindari dari meminta 
pertolongan (keuangan) kepada orang lain, dan mengemis kepada orang 
lain, dengan berkata “tangan atas lebih baik dari tangan di bawah”. 
Tangan di atas adalah tangan yang memberi, tangan di bawah adalah 
tangan yang mengemis”. (H.R Bukhori). 
 Hadist diatas dinyatakan secara tegas behwa tangan orang yang diatas 
(pemberi sedekah) lebih baik daripada tangan yang di bawah (yang diberi). 
Dengan kata lain, derajat pemberi lebih tinggi daripada derajat peminta-minta. 
Maka seharusnya bagi setiap umat Islam yang memiliki kekuatan untuk mencari 
rizeki, berusaha untuk bekerja apa saja yang penting halal. Walaupun suatu 
pekerjaan dipandang hina dalam pandangan manusia. 
 Dalam Islam sudah diajarkan bahwa perbuatan mengemis/meminta-minta 
itu adalah perbuatan yang sangat hina. Diriwayatkan dari Sahabat Qabishah bin 




Artinya : “Dari Sahabat Qabishah bin Mukhariq Al-Hilali Radhiyallahu Anhu 
berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wasallam bersabda, 
“Sesungguhnya meminta-minta tidak halal kecuali untuk salah satu dari 
tiga golongan : seseorang yang menanggung tanggungan orang lain, 
maka diperbolehkan baginya untuk meminta-minta sampai ia 
menunaikan tanggungan tersebut, lalu ia berhenti dari meminta-minta, 
seseorang yang tertimpa musibah yang menghancurkan harta bendanya 
maka diperbolehkan baginya untuk meminta-minta sampai ia 
mendapatkan kecukupan untuk penghidupannya, seseorang yang terlilit 
kebutuhan, hingga tiga orang bijak di antara mereka bersaksi, “Si Fulan 
telah terlilit kebutuhan, maka diperbolehkan baginya untuk meminta-
minta sampai ia bisa mencukupi kehidupannya, meminta-minta selain 
dari mereka itu, wahai Qabishah, maka ia adalah barang haram yang 
dimakan dengan haram.” (HR. Muslim, Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah, 
dan Ibnu Hibban) (Muhammad bin Ismail Al- Amir Ash Shan’ani). 
 
 
 Dalam agama Islam perbuatan meminta-minta sangatlah dilarang, kecuali 
untuk kepentingan kaum Muslimin karena termasuk perbuatan tolong-menolong 
dalam kebaikan, seperti pembangunan masjid, pondok pesantren, biaya hidup 
anak yatim. Dengan cara yang baik pula, misalnya lembaga sosial yang 
menghimpun dan mengelola dana dari donatur kemudian menyalurkannya kepada 
yang membutuhkan, bukan dengan cara meminta-minta di pinggir jalan dengan 
berharap belas kasihan dari orang lain. Sebab, perbuatan tersebut tidak diajarkan 
oleh Nabi S.A.W, serta merusak nama baik Islam. Intinya meminta-minta untuk 
kepentingan pribadi sangat jelas dilarang dalam Islam. 
 Islam telah melarang untuk mengemis atau meminta-minta. Nabi 
Muhammad saw dalam hadis-Nya menganjurkan kita untuk berusaha dan mencari 
nafkah apa saja bentuknya, selama itu halal dan baik, tidak ada syubhad, tidak ada 
keharaman, dan tidak dengan meminta- minta dan juga disunnahkan untuk 
ta’affuf (memelihara diri dari meminta-minta). 
 Seperti yang dijelaskan oleh firman Allah swt dalam al-Qur’an surat Al 
Baqarah ayat 273 dan hadis riwayat Imam Bukhari yang berbunyi: “Berinfaqlah 
kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak 
dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya 
karena memelihara diri dari minta-minta, kamu kenal mereka dengan melihat 
sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak dan apa saja 
harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah 




 Terus-menerus seseorang itu suka meminta-minta pada orang lain hingga 
pada hari kiamat dia datang dalam keadaan diwajahnya tidak ada sepotong 
dagingpun (H.R Bukhari) (Zainuddin, Terjemah Sahih Bukhari,1969). 
 Kesimpulan dari hadis ini adalah Rasulullah saw melarang seorang 
muslim meminta- minta sedekah atau sumbangan dari orang lain, tanpa ada 
kebutuhan yang mendesak, karena perbuatan meminta-minta merupakan 
perbuatan menghinakan diri kepada makhluk dan menunjukkan adanya 
kecendrungan dan keinginan untuk memperbanyak harta. Nabi Muhammad saw 
bersabda bahwa barangsiapa yang melakukan perbuatan meminta-minta yang hina 
ini, maka dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tidak ada sepotong 
dagingpun yang melekat diwajahnya. 
2.5 Penelitian Terdahulu 
 Sebagai bahan pertimbangan dari penelitian, maka penulis mencantumkan 
beberapa hasil penelitian terdahulu yang pernah penulis baca dan juga menjadi 
bahan referensi dalam penulisan penelitian ini, sekaligus menjadi pembeda antara 
penelitian penulis, yaitu sebagai berikut : 
1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andrio purnama  dan Febri 
yuliani 2015. Seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Riau. Jurnal yang berjudul “Pelaksanaan Pembinaan 
Gelandangan dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru”. Pada 
penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. 
Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu primer dan 
 
 
sekunder sesuai dengan pengelompokkan informasi atau data yang telah di 
peroleh. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini terkait dengan 
masalah gelandangan dan pengemis, kebijakan yang dibuat oleh 
Pemerintah Kota Pekanbaru adalah dengan mengeluarkan Peraturan 
Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial. 
Adapun alasan dikeluarkannya Perda ini adalah untuk mengatasi 
permasalahan masalah kesejahteraan di Kota Pekanbaru, yang dalam 
penelitian ini akan difokuskan pada Pembinaan gelandangan dan 
pengemis.  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan 
gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dinilai 
masih kurang, dikarenakan dari kurangnya sumber daya manusia dan 
fasilitas yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang 
berakibatkan masih banyaknya gelandangan dan pengemis di Kota 
Pekanbaru. Hal ini bisa dilihat dari indikator-indikator yaitu pembinaan 
yang baik, program pelaksanaan pembinaan, sasaran program, pembagian 
tugas Dinas Sosial terkait pelaksanaan pembinaan gelandangan dan 
pengemis. 
2. Penelitian terdahulu yang dilakukan Hafiz Sutrisno 2020, seorang 
mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai 
Jurnal yang berjudul “Tanggung Jawab Dinas Sosial dan Pemakaman Kota 
Pekanbaru Terhadap Pembinaan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) di 
Kota Pekanbaru” penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif 
 
 
yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Kemudian 
menyajikan jawaban yang sudah diperoleh sesudah data serta informasi 
yang sudah dianalisis secara benar. Permasalahan yang dibahas tentang 
Tanggung jawab Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru terhadap 
pembinaan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru ada beberapa 
hambatan yang mempengaruhi tanggung jawab Dinas Sosial dan 
Pemakaman Kota Pekanbaru sehingga tidak berjalan secara maksimal 
yang peneliti dapatkan melalui hasil wawancara yaitu seperti kurangnya 
anggaran operasional yang diberikan oleh Pemerintah untuk pelaksanaan 
pembinaan tersebut sehingga tidak banyak gelandangan dan pengemis 
yang dapat mengikuti pembinaan.  
Hasil dari Penelitian ini menujukkan penulis kemukakan, selain itu tidak 
adanya ketegasan dan sanksi untuk gelandangan dan pengemis yang tidak 
mengikuti pembinaan, padahal pembinaan merupakan suatu proses untuk 
merubah perilaku dan kedisfungsian di masyarakat agar mereka bisa hidup 
secara normatif dilingkungannya. Sehingga menimbulkan kesulitan bagi 
Dinas Sosial Pemakaman Kota Pekanbaru untuk melakukan pembinaan 
secara efektif sehingga masih meminta-minta uang ditempat umum serta 
tidak adanya kemandirian pada diri gelandangan dan pengemis.  
3. Penelitian terdahulu yang dilakukan Dia Meirina Suri 2017, seorang 
Dosen Program Studi Administrasi Publik Fisipol UIR. Jurnal yang 
berjudul “Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan 
penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru” 
 
 
Penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif yang bersifat 
deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Jenis penelitian berupa 
pengamatan, wawancara, dan mengajukan pertanyaan secara tertulis, 
kemudian menyajikan jawaban yang sudah diperoleh sesudah data serta 
informasi yang sudah dianalisis secara benar. Permasalahan yang dibahas 
yaitu suatu kebijakan dibuat tentunya menginginkan suatu perubahan 
terhadap permasalahan yang akan diatasi, seperti halnya kebijakan 
mengenai penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis ini, 
didalam Peraturan Daerah perubahan yang diinginkan dari Perda ini 
adalah berkurang bahkan hilangnya gelandangan dan pengemis yang ada 
di Kota Pekanbaru karena sangat ketertiban.  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sebelumnya, usaha 
penertiban dan pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis belum 
dilakukan secara keseluruhan, seperti usaha rehabilitasi yang mana belum 
ada dilakukan pengawasan terhadap gelandangan dan pengemis yang telah 
diberikan pembinaan, selain itu pembinaan hanya diberikan kepada 
sebagian gelandangan dan pengemis, tidak semua gelandangan dan 
pengemis yang terjaring razia diberikan pembinaan, hal ini disebabkan 
karena terbatasnya tempat penampungan dan kurangnya dana yang 






2.6 Definisi Konsep  
 Konsep adalah istilah atau defenisi yang digunakan untuk menggambarkan 
secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok dan individu yang menjadi pusat 
perhatian ilmu sosial (Singarimbun, 1989). Defenisi konsep dimaksud untuk 
menghindari interprestasi ganda dari variabel yang diteliti. Untuk mendapatkan 
batasan yang jelas dari masing-masing konsep yang akan diteliti. Adapun yang 
menjadi defenisi konsep pada penelitian ini adalah : 
a. Upaya adalah suatu usaha yang dilakukan dengan maksud tertentu agar 
semua permasalahan yang ada dapat terselesaikan dengan baik dan dapat 
mencapai tujuan yang di harapkan. 
b. Pembinaan adalah suatu proses pengembangan yang mencakup urutan- 
urutan pengertian, diawali dengan mendirikan, membutuhkan, memelihara 
pertumbuhan tersebut yang disertakan dengan usaha-usaha perbaikan, 
penyempurnaan, dan mengembangkannya. 
c. Pelatihan adalah suatu proses pendidikan jangka pendek yang 
menggunakan prosedur yang sistematis dan terorganisir. Pelatihan juga 
upaya pembelajaran yang diselenggarakan oleh organisasi baik pemerintah 








2.7 Variabel / Indikator Penelitian 




Pengemis di Kota 
Pekanbaru 
Preventif a. Penyuluhan dan bimbingan 
sosial 
b. Pembinaan sosial 
c. Bantuan sosial 
Refresif a. Razia 
b. Penampungan 
sementara/sanksi 
Rehabilitatif a. Usaha-usaha Penampungan 
b. Seleksi 











2.8 Kerangka Pemikiran 
 Berdasarkan variabel penelitian Dinas Sosial dalam Pembinaan 
Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru, maka penulis mencoba membuat 
















Analisis Program Pembinaan 
Gelandangan dan pengemis (gepeng) 
























Menciptakan Kemandirian Terhadap 





3.1 Metode Penelitian 
 Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif 
yang dijelaskan secara deskriptif untuk membantu menggambarkan fenomena 
Sosial secara detail serta menyajikan gambar yang lengkap mengenai setting dan 
juga hubungan-hubungan yang terdapat dalam penelitian. Metode deskriptif 
bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi serta hubungan 
antar fenomena yang timbul dimasyarakat yang menjadi objek penelitan. (Bungin, 
2011) 
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 
 Untuk penyelesaian penelitian ini terutama untuk memperoleh data yang 
diperlukan. Penulisan ini untuk mendapatkan data yang akurat dan langsung ke 
lokasi penelitian yang dilaksanakan di Kantor Dinas Sosial Kota Pekanbaru 
tepatnya di Jalan Datuk Setia Maharaja No. 6, Simpang Tiga, Kec. Bukit Raya, 
Kota Pekanbaru, Riau. 
3.3 Jenis dan Sumber Data  
a. Data Primer  
 Data Primer merupakan data langsung yang diperoleh dari sumber 
data pertama dari lokasi penelitian atau objek penelitian dalam bentuk 
verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau 
 
 
perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya (Siyoto, 2015, 
p. 28). Data primer tersebut didapatkan dari orang yang dianggap paling 
mengetahui serta memahami kriteria, yaitu seperti korban, pelaku dan 
sebagainya. pada penelitian ini, data primer yang akan penulis peroleh 
yaitu dari hasil jawaban narasumber yang diwawancarai, berdasarkan 
pertanyaan-pertanyaan yang penulis ajukan kepada narasumber, baik itu 
key informan maupun dari informan. 
b. Data Sekunder 
 Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pendapat para 
ahli serta informasi yang berhubungan dengan pokok permasalahan 
sebagai data awal untuk mendukung data primer (Siyoto, 2015, p. 28). 
Dalam penelitian ini, data sekunder yang penulis gunakan yaitu berupa 
laporan dari hasil penelitan terdahulu, jurnal, buku, dan sebagainya yang 
berkaitan dengan penelitian penulis. 
3.4 Teknik Pengumpulan Data 
 Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka 
penulis menggunakan teknik sebagai berikut : 
1. Observasi  
  Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan 
yang cermat dan teliti secara langsung terhadap gejala-gejala yang 
diselidiki, ataupun observasi adalah pengamatan dan pencatatan sistematis 
terhadap fenomena-fenomena yang diteliti. Observasi yang dilakukan 
 
 
peneliti yaitu dengan cara terjun langsung ke lapaangan atau lokasi 
penelitian untuk mengumpulkan data serta keterangan-keterangan yang 
detail dan aktual yang diperlukan dalam penelitian. 
  Yang menjadi objek observasi yaitu perbandingan antara gepeng 
yang awalnya terlihat mengelandang atau mengamen disuatu titik 
tertentu/dijalan. 
2. Wawancara  
  Wawancara adalah sebuah percakapan yang diarahkan kepada 
suatu masalah tertentu mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, 
perasaan, dan sebagainya, dengan melakukan proses tanya jawab antara dua 
orang atau lebih dalam pertemuan secara langsung (Bungin, 2011). 
Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara tidak 
berstruktur atau disebut dengan wawancara mendalam. Wawancara tidak 
terstruktur atau wawancara mendalam merupakan suatu cara untuk 
mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka 
dengan informan, dimana untuk mendapatkan gambaran lengkap dengan 
topik yang diteliti.  Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara tanpa 
pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis untuk mengumpulkan 
data. Dalam wawancara tidak terstruktur ini, susunan pertanyaan dan kata-
kata dapat berubah, disesuaikan dengan keadaan ketika wawancara 





3. Dokumentasi  
  Dokumentasi dilakukan guna memperoleh dokumen-dokumen 
resmi yang resmi yang berhubungan serta mempunyai keterkaitan dengan 
permasalahan yang diangkat oleh penulis. Data yang dikumpulkan oleh 
penulis pada teknik dokumentasi ini merupakan data sekunder. 
3.5 Informan Penelitian 
 Subjek penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk 
memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat.  Oleh Sebagaimana 
dijelaskan oleh (Arikunto, 2004) subjek penelitian adalah subjek yang dituju 
untuk diteliti oleh peneliti. Jadi subjek penelitian itu merupakan sumber informasi 
yang digali untuk mengungkapkan fakta-fakta dilapangan. Berdasarkan penjelasan 
tersebut, makan penentuan subjek peneliti digunakan untuk memperoleh 
informasi yang dibutuhkan secara jelas dan mendalam, adapun yang menjadi 
informan dan key informan dalam penelitian ini adalah : 
Tabel III.I Jumlah Key Informan dan Informan Penelitian 
No Informan Subjek Penelitian Jumlah Informan 
1 Key Informan Kepala Seksi Bidang 
Rehabilitasi 
1 Orang 
2 Informan Anggota Satgas PMKS 
dan Anggota Satpol PP 
2 Orang 
3 Informan Masyarakat Kota 
Pekanbaru 
2 Orang 
4 Informan Gelandangan 3 Orang 
5 Informan Pengemis 3 Orang 
Jumlah 11 Orang 




Tabel III.II Pemilihan Key Informan dan Informan 
Informan Ketentuan Pemilihan Informan 
Key Informan a. Merupakan pegawai yang bekerja di Dinas 
Sosial Kota Pekanbaru 
b. Mudah ditemui dan bersedia di 
wawancarai lebih lanjut 
c. Yang terlibat dalam pembinaan 
gelandangan dan pengemis 
Informan I a. Merupakan pegawai yang bekerja di Dinas 
Sosial Kota Pekanbaru 
b. Mudah ditemui dan bersedia di 
wawancarai lebih lanjut 
c. Yang terlibat dalam pembinaan 
gelandangan dan pengemis 
Informan II a. Bersedia diwawancarai lebih lanjut 
b. Pengemis dan gelandangan yang pernah 
mendapatkan pembinaan 
Sumber: Data Olahan Tahun 2021 
3.6 Teknik Analisa Data 
 Analisis data kualitatif (Bogdan, 1982) adalah upaya yang dilakukan 
dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya 
menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan 
pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa 
yang dapat diceritakan kepada orang lain. (Maleong, 2006, p. 248) 
 
 
 Ketika semua data penelitian sudah dikumpulkan, kemudian data 
dikelompokkan berdasarkan jenis dan sumbernya. Teknik penganalisaan yang 
digunakan penulis sesuai dengan metode kualitatif, yaitu teknik analisis data 
kualitatif, teknik analisis data kualitatif merupakan analisi terhadap informasi 
yang diperoleh berdasarkan kemampuan nalar penulis dalam menghubungkan 
fakta, berupa data dari lapangan. Teknik analisis data kualitatif ini digunakan 
dengan cara menyajikan data wawancara secara deskriptif, melakukan analisis, 
kemudian menarik kesimpulan terhadap informasi yang ditemukan dilapangan. 
Sehingga memperoleh gambaran yang jelas terkait objek yang diteliti dan 







GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru 
1. Keadaan Wilayah Geografis Kota Pekanbaru 
   Secara geografis Kota Pekanbaru terletak antara 101°14´-101°34´ 
Bujur Timur dan 0°25´-0°45´ Lintang Utara. Dengan ketinggian dari 
permukaan laut berkisar 5-50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai 
dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5-11 meter. 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 pada tanggal 7 September 
1987 daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km² menjadi ± 446,50 
Km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Hasil 
pengukuran/pematokan dilapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan 
luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km². 
   Mengembangkan kegiatan pembangunan menyebabkan 
meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya 
meningkat pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan 
fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk terciptanya 
tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka 
dibentuklah Kecamatan baru dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru 
Nomor 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru 
dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 menjadi 83 Kelurahan/Desa. 
Kota Pekanbaru berbatasan dengan :  
 
 
a. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar 
b. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan 
c. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan 
d. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar 
2. Keadaan Perekonomian Kota Pekanbaru 
  Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2015-2019 struktur 
perekonomian Kota Pekanbaru didominasi 3 (tiga) sektor unggulan. Semua 
sektor ini bisa berkontribusi sebanyak 80,81 %. Sektor perdagangan besar 
dan eceran reparasi mobil, dan sepeda motor sebanyak 31,41%, sektor 
kontruksi sebanyak 30,16 % serta sektor industri pengolahan sebesar 
19,24%.  Usaha agar mengoptimalisasi nilai tambah bagi ketiga sektor 
unggulan diharapkan mampu menunjang laju perekonomian Pekanbaru 
untuk ke depannya. 
  Peranan sektor perdagangan harus mampu menunjang sektor 
terkait lainnya, termasuk sektor pariwisata yang harus dimajukan. Kota 
Pekanbaru yang pekat dengan adat melayu serta ciri khas arsitektur 
bangunan melayu merupakan salah satu daya tarik bagi sektor pariwisata. 
Sarana akomodasi yang memuaskan serta tersedianya objek-objek wisata 
baru yang mulai berkembang, menjadikan Kota Pekanbaru semakin dilirik 
menjadi kota tujuan wisata dan bisnis.  
  Berkembangnya sektor pariwisata tentu tidak menutup 
kemungkinan hendak bermunculan serta lahirnya kegiatan terbaru yang 
tidak kalah indahnya untuk mendorong perekonomian Kota Pekanbaru. Ide 
 
 
kreatifitas mau tidak mau hendak diasah agar menampilkan nuansa baru 
pada perekonomian, sehingga terciptanya lapangan usaha baru serta 
kewirausaan dari para generasi muda, seperti semakin berkembangnya 
usaha-usaha kuliner baru agar meningkatnya kunjungan wisatawan lokal 
dan mancanegara.  
  Bukan hanya disitu saja, sisi seni dan artistik pun turut terpancing 
untuk berkembang, terlihat dengan majunya usaha jasa design, videografis 
serta fotografi. Hal ini perlu adanya integrasi dan sinergi dari berbagai lini 
lapisan perekonomian agar bisa mewujudkan Kota Pekanbaru yang semakin 
kondusif dan sejahtera. Usaha mengoptimalisasi serta dukungan dan kerja 
sama yang erat antara sektor perekonomian diinginkan menjadi perwujudan 
dalam visi Kota Pekanbaru, yakni “Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai 
Smart City Madani”. 
4.2 Sejarah Dinas Sosial Kota Pekanbaru 
 Berdirinya Dinas Sosial Kota Pekanbaru sesudah Indonesia merdeka pada 
tanggal 17 Agustus 1945, bukan berarti Indonesia sudah merdeka sepenuhnya, 
dan merasa aman dari penjajah. Belanda tidak ingin melepas begitu saja 
jajahannya meski Indonesia sudah memplokamirkan kemerdekaan. Dengan 
maksud ingin menjajah kembali Indonesia, maka Belanda dengan kekuatan penuh 
pasukan tempurnya kembali ingin menguasai Indonesia. Terjadilah pertempuran 
yang sangat sengit antara dua bangsa yang berbeda tujuan dan keinginan. Di 
dalam pertempuran ini banyak terjadi kekacauan, sehingga banyak rakyat-rakyat 
 
 
yang mengungsi, oleh pejuang yang berada digaris belakang maka dikoordinirlah 
para relawan yang membantu para pejuang dan pengungsi ini. 
 Tugas para relawan yaitu membuat dapur umum, menyuplai makanan dan 
logistik serta pekerjaan lainnya yang dibutuhkan pada saat itu. Dampak peristiwa 
ini menumbuhkan perasaan hubungan yang emosional dan persaudaraan yang 
kental antara pejuang, pengungsi, relawan dan orang-orang yang terlibat dalam 
peristiwa pertempuran tersebut. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari 
Kesetiakawanan Sosial yang jatuh pada tanggal 22 Desember 1947 yang menjadi 
cikal bakal lahirnya Departemen Sosial.  
 Hingga saat ini pemerintah Negara Republik Indonesia setiap pada tanggal 
22 Desember diperingati sebagai Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) 
atau hari jadi Departemen Sosial. Pada Tahun 1948 Pemerintah Negara Republik 
Indonesia yang baru berdiri dan sedang dilanda perang merasakan perlunya suatu 
instansi yang resmi dikelola oleh pemerintah dalam rangka membantu 
peperangan, maka pada tahun itu dibentuklah yang namanya Inspeksi Sosial mulai 
dari pusat sampai ke daerah-daerah yang tugas pokoknya adalah membantu 
tentara Republik Indonesia dalam peperangan. 
 Kemudian pada Tahun 1950 Inspeksi Sosial ditukar sebutannya menjadi 
Jawatan Sosial tugas pokoknya yaitu membantu korban perang dan para veteran 
pejuang. Lalu Tahun 1965 Jawatan Sosial yang tugas utamanya membantu para 
korban perang dan veteran pejuang ditambah tugas pokoknya dengan membantu 
para penyandang cacat (paca).  
 
 
 Tenaga Kerja Indonesia, dan Organisasi Sosial (orsos). Pada Tahun 1974 
Jawatan Sosial diganti nama menjadi Departemen Sosial Republik Indonesia 
untuk tingkat pusat yang dikepalai oleh seorang Menteri Republik Indonesia, 
tingkat provinsi disebut Kantor Wilayah (Kanwil) Departemen Sosial Provinsi 
dikepalai oleh seorang kepala departemen, sementara untuk tingkat 
kabupaten/kota disebut Kantor Departemen Sosial Kabupaten/Kota, ditingkat 
Kecamatan disebut Petugas Sosial Kecamatan yang bertempat di kantor camat. 
 Tugas utama dari Departemen Sosial adalah perintis pejuang 
kemerdekaan, mengangkat pahlawan nasional, penyandang cacat, karang taruna, 
panti asuhan, fakir miskin, korban bencana, lembaga sosial, organisasi sosial, 
korban tindak kekerasan dalam rumah tangga, korban perdagangan anak, 
gelandangan dan pengemis, pekerja seks komersil (PSK), korban HIV/AIDS, 
korban napza, komunitas adat terpencil. Pada tahun 1998, Departemen Sosial 
pernah dibubarkan oleh Presiden Republik Indonesia yang pada saat itu dijabat 
oleh KH. Abdurrahman Wahid atau Gusdur dengan alasan yang tidak jelas. Pada 
Tahun 1999, dihidupkan kembali Departemen Sosial dengan berganti nama 
menjadi Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSN) untuk tingkat pusat. 
 Kemudian pada Tahun 2000 diganti kembali dengan nama Departemen 
Sosial dan Kesehatan Republik Indonesia. Lalu pada Tahun 2001 Departemen 
Sosial Republik Indonesia dihidupkan kembali oleh Presiden yang pada waktu itu 
dijabat oleh Megawati Soekarno Putri. Pada tahun itu juga untuk Kota Pekanbaru 
sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas, maka terbentuklah Dinas 
 
 
Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota 
Nomor 7 Tahun 2001. 
 Pada Tahun 2008 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan 
Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Struktur dan Tata Kerja yang baru untuk 
Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. Kedudukan Dinas Sosial dan 
Pemakaman Kota Pekanbaru adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang 
Kesejahteraan Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru yang pada saat ini 
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan terdiri dari 1 sekretaris dan 4 Kepala 
Bidang (Kabid), 15 Kepala Seksi (Kasi) dan tenaga jabatan fungsional dengan 
jumlah personil 59 orang yang dilatar belakangi dari berbagai disiplin ilmu yang 
berbeda, dalam pelaksanaan sehari-hari berada di bawah tanggung jawab 
Walikota melalui Sekretaris Kota Pekanbaru. 
 Kedudukan Dinas Sosial dan Pemakaman sesuai dengan tuntutan Undang-
Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dimana 
Kabupaten/Kota diberikan wewenang yang luas baik dalam urusan pemerintahan 
maupun dalam pengelolaan pembangunan. 
 Kewenangan yang luas ini disatu sisi dapat dipandang sebagai kesempatan 
bagi daerah untuk berkembang dan berbuat sendiri demi kemajuan suatu daerah 
tersebut, dan disisi lain merupakan tantangan baru yang cukup berat dan 
menantang. Kemudian untuk menunjang pelaksanaan pelayanan penyediaan 
tempat pemakaman umum di Kota Pekanbaru, maka oleh pemerintah Kota 
 
 
Pekanbaru pada Tahun 2004 dibangunlah 6 (enam) tempat pemakaman umum 
yang tersebar di sekitar Kota Pekanbaru yang tata kelolanya diatur dan ditangani 
oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. 
4.3 Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Pekanbaru  
 Setiap organisasi atau instansi pemerintah harus memiliki pencapaian yang 
maju untuk ke depannya dalam mengatasi dan melakukan pekerjaannya dalam 
artian adanya visi dan misi, agar apa yang dilaksanakan terstruktur, strategis dan 
tetap pada pedoman yang telah ditentukan. Penetapan visi menjadi bagian dari 
perencanaan strategik, yang merupakan langkah penting dalam sebuah organisasi.  
 Visi dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru yaitu “Terwujudnya Kesejahteraan 
Sosial bagi PMKS/PSKS dilandasi kesetiakawanan sosial serta pemakaman yang 
indah dan tertib”. Dari Visi diatas, dapat dirumuskan Misi dari Dinas Sosial Kota 
Pekanbaru yaitu : 
1. Meningkatkan kwalitas sumber daya manusia dan sarana kerja 
2. Meningkatkan dan memberdayakan PMKS dan PSKS agar tumbuh dan 
berkembang dalam sistem masyarakat 
3. Meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja PMKS dan 
PSKS  
4. Meningkatkan pelayanan sosial kepada masyarakat secara optimal melalui 
Pekerjaan Sosial Masyarakat (PSM) 














Drs. H. ZAMZAMI, M. Si 
NIP. 19660621 199401 1 001 
SUB BAGIAN UMUM 
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RINA DESWITA, S. Sos 
NIP. 19740926 199802 2 003 
4.4 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru 
BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN 
SOSIAL 
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SEKSI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN, 
KESETIAKAWANAN DAN RESTORASI SOSIAL 
SRI ULINA Br. BUKIT, SKM, M. Kes 




 Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial 
Kota Pekanbaru memiliki tugas pokok dan fungsi untuk membantu Walikota 
melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Sosial. Dalam melaksanakan tugas 
pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 97 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial 
Kota Pekanbaru menjelaskan mengenai susunan organisasi Dinas Sosial Kota 
Pekanbaru yaitu : 
a) Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru. 
b) Sekretaris, membawahi : 
1. Sub Bagian Umum 
2. Sub Bagian Keuangan 
c) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, meliputi : 
1. Seksi Perlindungan dan Korban Bencana 
2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Dana Bantuan Sosial 
3. Seksi Perlindungan dan Penyantunan Lanjut Usia Terlantar 
d) Bidang Rehabilitasi Sosial, meliputi : 
1. Seksi Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan anak 
2. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas 
3. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan 
Perdagangan Orang 
e) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, meliputi : 




2. Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat 
3. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi 
Sosial 
f) Unit Pelaksana Teknis 
g) Kelompok Jabatan Fungsional 
Tugas dan Fungsi : 
a) Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru memiliki tugas membantu Walikota 
dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang sosial. Tugas Kepala 
Dinas melaksanakan fungsi, antara lain : 
1. Merumuskan kebijakan teknis dalam bidang sosial. 
2. Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang 
sosial. 
3. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan bidang sosial. 
4. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas bidang sosial. 
5. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis. 
6. Melaksanakan urusan penatausahaan dinas. 
7. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh Walikota sesuai tugas 
pokok dan fungsinya. 
b) Sekretaris memiliki tugas merencanakan, menyusun, merumuskan, dan 
melaksanakan program kerja Sekretariat berdasarkan peraturan perundang-
undangan. Tugas Sekretaris melaksanakan fungsi, antara lain : 





2. Melakukan Perencanaan, menyusun, merumuskan, pengoordinasian 
melaksanakan program reformasi birokrasi. 
3. Penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian, pengelolaan 
keuangan, penatausahaan aset, perlengkapan, dan menyusun program. 
4. Melakukan koordinasi, melaksanakan pelayanan dan pengaturan rapat 
dinas, upacara dan keprotokolan. 
5. Melakukan koordinasi, pembinaan, merumuskan laporan tahunan, 
evaluasi dan bidang sebagai pertanggungjawaban. 
6. Melakukan koordinasi, pembinaan pemeliharaan kebersihan, 
ketertiban, keamanan kantor, lingkungan, kendaraan dinas serta 
perlengkapan gedung kantor. 
7. Melaksanakan tugas lain-lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
Sekretariat terdiri dari : 
a. Sub Bagian Umum; memiliki tugas yaitu merencanakan, menyusun, 
merumuskan, dan melaksanakan program kerja berdasarkan peraturan 
perundang-undangan. Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi : 
1. Penyiapan bahan, merumuskan perlengkapan urusan tata usaha, rumah 
tangga dan kearsipan. 
2. Melaksanakan kegiatan, menghimpun, serta sosialisasi peraturan 
perundang-undangan, dokumentasi, pengolahan data, dan informasi 




3. Melakukan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait 
sesuai bidangnya, serta pelayanan hubungan masyarakat. 
4. Melaksanakan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, 
upacara dan rapat pimpinan. 
5. Pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga dinas. 
6. Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) mencakupi perencanaan 
kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, 
penyaluran, penguntukan dan pemanfaatan, pengamanan serta 
pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD). 
7. Pengumpulan data, informasi untuk pengembangan serta kebutuhan 
sarana dan prasarana. 
8. Melakukan fasilitasi  pengadaan barang dan jasa. 
9. Melakukan penguntukan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah 
(BMD). 
10. Merumuskan dan mengkoordinasi kegiatan kebersihan, ketertiban, 
kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta 
pengamanan lingkungan dinas. 
11. Pengolahan data pegawai, formasi pegawai, mutasi pegawai, 
latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, 
menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan registrasi ASN serta 
pengarsipan penilaian prestasi kerja ASN di lingkungan Dinas. 
12. Melaksanakan tugas lain-lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 




b. Sub Bagian Keuangan; memiliki tugas yaitu merencanakan, dan 
melaksanakan program berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sub 
Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi : 
1. Penyiapan bahan, merumuskan dan melaksanakan pengelolaan 
keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
2. Melakukan koordinasi, menyusun rencana dan program kerja, 
Rencana Kerja Tahunan (RKT), penetapan kinerja, Rencana Strategis 
(Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran 
(RKA), laporan realisasi fisik program pembanuntukn, laporan 
tahunan, dan laporan evaluasi kinerja. 
3. Penyiapan bahan, merumuskan dan melaksanakan pengendalian serta 
pelaporan. 
4. Penyiapan bahan, merumuskan, menghimpun petunjuk teknis yang 
berkaitan dengan menyusun program. 
5. Melakukan fasilitasi, menyusun tindak lanjut laporan masyarakat, 
temuan pemeriksa fungsional dan pengawasan lainnya. 
6. Penatausahaan aset meliputi pembukuan, inventarisasi pelaporan 
Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
7. Penyimpanan terhadap dokumen serta bukti kepemilikan Barang 
Milik Daerah (BMD) selain tanah atau banuntukn. 
8. Melakukan tugas lain-lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 




c) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial; memiliki tugas membantu 
sebagian tugas Kepala Dinas dalam sub urusan perlindungan dan jaminan 
sosial. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi : 
1. Melakukan koordinasi, pembinaan, dan merumuskan penyiapan 
bahan, menyusun rencana dan program perlindungan sosial, bantuan, 
jaminan sosial, dan advokasi sosial. 
2. Melakukan koordinasi, pembinaan, merumuskan pembinaan, 
pemberian bantuan perlindungan sosial kepada korban bencana alam, 
bencana sosial, dan kerusuhan massa. 
3. Melakukan koordinasi, pembinaan, merumuskan pengendalian, dan 
pengawasan pengumpulan dana bantuan sosial. 
4. Melakukan koordinasi, pembinaan, merumuskan kerja sama dengan 
unit kerja lain dan instansi terkait sesuai dengan bidang tugas. 
5. Melakukan koordinasi, pembinaan, merumuskan menyusun laporan, 
hasil-hasil yang dicapai dalam melaksanakan tugas. 
6. Melakukan koordinasi, pembinaan, merumuskan pemberian petunjuk 
teknis dalam pelaksanaan tugas kepada bawahan. 
7. Melakukan koordinasi, pembinaan, dan merumuskan pelaksanaan 
tugas lain atas petunjuk pimpinan. 
8. Melakukan koordinasi, pembinaan, dan merumuskan pelaksanaan 
tugas bidang. 
9. Melakukan tugas lain-lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 




Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari : 
a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana, memiliki tugas membantu 
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam melaksanakan sub 
urusan perlindungan sosial korban bencana. Seksi Perlindungan Sosial 
Koban Bencana menyelenggarakan fungsi :  
1. Merumuskan, penyiapan bahan dan peralatan kerja dengan merinci 
jenis dan jumlah peralatan kerja yang diperlukan di tempat kerja agar 
mudah diambil dan diuntukkan. 
2. Merumuskan, menyusun rencana kerja dengan cara merinci serta 
menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan. 
3. Merumuskan, penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh Kepala 
Bidang untuk menyusun kebijakan, program dan prosedur kerja, 
petunjuk teknis, pencatatan hasil kerja dan laporan dibidangnya. 
4. Pemberian bantuan perlindungan kepada korban bencana, penyiapan 
dapur umum, dan pembinaan kepada korban bencana, pemulangan 
pengungsi, korban bencana, orang terlantar atau terdampar di daerah. 
5. Merumuskan pembinaan, pemberian bantuan serta perlindungan sosial 
kepada korban kerusuhan massa dan hak azasi manusia. 
6. Merumuskan, melaksanakan penyuluhan dan bimbingan di lokasi 
bencana. 
7. Merumuskan, melaksanakan pengusulan, perbaikan rumah/sarana dan 




8. Merumuskan, melaksanakan penghimpunan data korban bencana dan 
identifikasi situasi dan kondisi. 
9. Merumuskan, melaksanakan perlindungan, pemberian bantuan dan 
rehabilitasi psikososial korban bencana. 
10. Merumuskan dan evaluasi melaksanakan tugas agar dapat 
diketahui hasil yang dicapai dari kegiatan yang sudah dilaksanakan, 
sudah sesuai atau belum dengan rencana kerja dan tolak ukur 
keberhasilan tugas yang telah dibuat. 
11. Merumuskan dan melaksanakan peningkatan usaha-usaha kearah 
yang dapat mengoptimalkan melaksanakan kegiatan dibidangnya. 
12. Merumuskan, melaksanakan penghimpunan data korban bencana 
dan identifikasi situasi kondisi. 
13. Merumuskan, melaksanakan bimbingan/pelatihan penanggulangan 
korban bencana serta melaksanakan sosialisasi bantuan dan 
perlindungan sosial. 
14. Merumuskan, dan melaksanakan pengendalian, pengawasan serta 
pembinaan kepada semua kegiatan yang dilakukan dibidangnya. 
15. Merumuskan dan melaksanakan pembuatan laporan dibidangnya 
dengan cara mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan, masalah 
yang dihadapi dan langkah kebijaksanaan yang diambil dalam 
pemecahan masalah. 
16. Melaksanakan tugas lain-lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 




b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Dana Bantuan Sosial; 
memiliki tugas membantu Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminnan 
Sosial dalam melaksanakan sub urusan pengawasan dan pengendalian 
sumber dana bantuan sosial. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber 
Dana Bantuan Sosial menyelenggarakan fungsi : 
1. Merumuskan, penyiapan bahan dan peralatan kerja dengan cara 
merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang diperlukan di tempat 
kerja agar mudah diambil dan diuntukkan. 
2. Merumuskan, menyusun rencana kerja dengan cara merinci dan 
menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan. 
3. Merumuskan dan evaluasi melaksanakan tugas agar dapat diketahui 
hasil yang dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan, sudah atau belum 
dengan rencana kerja dan tolak ukur keberhasilan tugas yang sudah 
dibuat. 
4. Merumuskan, penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh Kepala 
Bidang untuk menyusun kebijakan, program dan prosedur kerja, 
petunjuk teknis, pencatatan hasil kerja dan laporan di bidangnya. 
5. Merumuskan, melakukan pendataan sumber dana bantuan sosial yang 
berasal dari dan berada dimasyarakat. 
6. Merumuskan penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang 





7. Merumuskan, dan melaksanakan secara optimal serta efektif dalam 
pengendalian dan pengawasan kegiatan. 
8. Merumuskan, melaksanakan penyuluhan dan bimbingan di lokasi 
bencana. 
9. Merumuskan, melaksanakan pengusulan perbaikan rumah/ sarana dan 
prasarana ataupun pemindahan penduduk dari lokasi bencana. 
10. Merumuskan, melaksanakan penghimpunan data korban bencana 
dan identifikasi sistuasi dan kondisi. 
11. Melakukan pembinaan, pengawasan kepada pemberian izin undian, 
mengumpulkan uang/barang serta usaha pengumpulan sumbangan 
sosial lainnya. 
12. Merumuskan dan melaksanakan peningkatan usaha-usaha ke arah 
yang dapat mengoptimalkan melaksanakan kegiatan di bidangnya. 
13. Melaksanakan pengendalian, pengawasan dan pembinaan kepada 
semua kegiatan yang dilaksanakan di bidangnya. 
14. Menyusun laporan kegiatan di bidangnya dengan mempersiapkan 
bahan yang akan dilaporkan, masalah yang dihadapi dan langkah 
kebijaksanaan yang diambil dalam pemecahan masalah. 
15. Melaksanakan tugas lain-lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
tugas dan fungsinya. 
c. Seksi Perlindungan dan Penyantunan Lanjut Usia Terlantar; memiliki tugas 
membantu Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam 




terlantar. Seksi Perlindungan dan Penyantunan Lanjut Usia Terlantar 
menyelenggarakan fungsi : 
1. Merumuskan, penyiapan bahan dan peralatan kerja dengan cara 
merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang diperlukan di tempat 
kerja agar mudah diambil dan diuntukkan. 
2. Merumuskan, melaksanakan penyusunan rencana kerja secara rinci 
dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan. 
3. Merumuskan, melaksanakan penyiapan bahan yang diperlukan oleh 
Kepala Bidang untuk menyusun kebijkan, program dan prosedur 
kerja, petunjuk teknis, pencatatan hasil-hasil kerja serta laporan di 
bidangnya. 
4. Merumuskan dan melaksanakan pendataan kepada lanjut usia 
terlantar. 
5. Merumuskan dan melaksanakan kegaiatan jaminan sosial Asistensi. 
6. Merumuskan, dan melaksanakan pembinaan serta pengiriman 
kesejahteraan lanjut usia terlantar ke panti asuhan. 
7. Merumuskan, dan melaksanakan bimbingan sosial serta pemberian 
bantuan usaha ekonomis produktif lanjut usia terlantar potensial. 
8. Merumuskan dan melaksanakan peningkatan usaha-usaha ke arah 
yang dapat mengoptimalkan melaksanakan kegiatan di bidangnya. 
9. Melaksanakan pengendalian, pengawasan dan pembinaan kepada 




10. Merumuskan, melaksanakan dan pengiriman kesejahteraan lanjut 
usia terlantar ke panti sosial. 
11. Merumuskan, dan melaksanakan menyusun laporan kegiatan di 
bidangnya dengan cara mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan, 
masalah yang dihadapi dan langkah-langkah kebijaksanaan yang 
diambil dalam pemecahan masalah.. 
12. Melaksanakan tugas lain-lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
d) Bidang Rehabilitasi Sosial; memiliki tugas untuk membantu sebagian tugas 
Kepala Dinas dalam melakukan sub urusan rehabilitasi sosial. Bidang 
rehabilitasi sosial melaksanakan fungsi :  
1. Melakukan koordinasi, pembinaan serta melaksanakan penyiapan 
bimbingan di bidang Rehabilitasi Sosial. 
2. Melakukan koordinasi, melaksanakan pembinaan lanjut, pelayanan 
sosial bagi lanjut usia terlantar, pemberdayaan dan rehabilitasi sosial 
bagi penyandang disabilitas, pelayanan perlindungan dan rehabilitasi 
sosial anak terlantar, anak bermasalah dengan hukum, anak korban 
tindak kekerasan, anak jalanan, balita terlantar, korban napza, bekas 
hukuman dan tuna sosial, kaum minoritas, penyandang psikotik. 
3. Melakukan koordinasi, menyusun hasil-hasil laporan yang akan 
dicapai dalam melaksanakan tugas. 
4. Melakukan koordinasi, serta pemberian petunjuk teknis pelaksanaan 




5. Melakukan koordinasi, melaksanakan tugas lain atas arahan pimpinan. 
6. Melakukan koordinasi rencana kegiatan bidang masing-masing. 
7. Melakukan tugas lain-lain yang diserahkan oleh pimpinan sesuai tugas 
pokok dan fungsinya. 
Bidang Rehabilitasisi Sosial terdiri dari : 
a. Seksi Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak, memiliki fungsi : 
1. Merumuskan, penyiapan bahan dan peralatan kerja dengan merinci 
jenis dan jumlah peralatan kerja yang diperlukan di tempat kerja. 
2. Merumuskan, melaksanakan penyusunan rencana kerja dengan cara 
merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan. 
3. Merumuskan dan melaksanakan pendataan kepada anak. 
4. Merumuskan dan monitoring evaluasi melaksanakan tugas agar dapat 
diketahui hasil yang dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan, sudah 
atau belum dengan rencana kerja dan tolak ukur keberhasilan tugas 
yang sudah dibuat. 
5. Merumuskan dan melakukan penyiapan bahan yang diperlukan oleh 
Kepala Bidang untuk penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan 
petunjuk teknis perlindungan dan rehabilitasi sosial anak bermasalah 
dengan hukum, anak korban tindak kekerasan/diperlakukan salah, 
anak jalanan, anak terlantar, balita terlantar, anak berkebutuhan 




6. Merumuskan, dan melaksanakan peningkatan perlindungan serta 
pelayanan rehabilitasi sosial anak terlantar, bayi terlantar, anak jalanan 
baik melalui pelayanan dalam panti maupun luar panti. 
7. Merumuskan dan perluasan jangkauan pelayanan serta perlindungan 
sosial bayi/anak melalui pengangkatan anak (adopsi). 
8. Merumuskan, melaksanakan peningkatan pelayanan kesejahteraan 
anak baik dalam panti maupun luar panti dengan memberikan bantuan 
belajar dan pendekatan gizi. 
9. Merumuskan dan pembinaan kesejahteraan anak termasuk balita 
melalui panti sosial, kelompok berman dan penitipan anak. 
10. Merumuskan, melaksanakan penyiapan rekomendasi pengangkatan 
anak/adopsi. 
11. Merumuskan dan peningkatan usaha-usaha ke arah yang dapat 
mengoptimalkan melaksanakan kegiatan yang ada di bidangnya. 
12. Merumuskan dan pengendalian, pengawasan dan pembinaan 
kepada semua upaya kegiatan di bidangnya. 
13. Merumuskan dan menyusun laporan kegiatan di bidangnya dengan 
cara mempersiapkan kebijaksanaan yang diambil dalam pemecahan 
masalah. 
14. Melaksanakan tugas lain-lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 





b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; memiliki tugas membantu 
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dalam melaksanakan sub urusan 
rehabilitasi sosial penyandang disabilitas. Seksi Rehabilitasi Sosial 
Penyandang Disabilitas menyelenggarakan fungsi : 
1. Merumuskan, penyiapan bahan dan peralatan kerja dengan cara 
merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang diperlukan di 
tempat kerja agar mudah diuntukkan. 
2. Merumuskan dan menyusun rencana kerja dengan merinci dan 
menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan. 
3. Merumuskan dan evaluasi melaksanakan tugas agar dapat 
diketahui hasil yang dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan, 
sudah atau belum dengan rencana kerja dan tolak ukur 
keberhasilan tugas yang sudah dibuat. 
4. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan-bahan yang 
diperlukan oleh Kepala Bidang untuk menyusun kebijaksanaan, 
program dan prosedur kerja, petunjuk teknis, pencatatan hasil 
kerja dan laporan di bidangnya. 
5. Merumuskan, melakukan inventarisasi, serta melakukan 
identifikasi data penyandang disabilitas. 
6. Merumuskan, melakukan rehabilitasi sosial serta pemberdayaan 
penyandang disabilitas. 
7. Merumuskan, melaksanakan penyiapan pembinaan, bimbingan 




8. Merumuskan, melakukan penyiapan bahan pembinaan lanjut dan 
pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas. 
9. Merumuskan dan melakukan pengiriman penyandang disabilitas 
ke pusat rehabilitasi sosial/panti sesuai dengan kedisabilitasannya. 
10. Merumuskan dan melakukan pemberian alat bantu penyandang 
disabilitas sesuai dengan kedisabilitasannya. 
11. Merumuskan dan peningkatan pelayanan pada sarana Loka Bina 
Karya (LBK). 
12. Merumuskan dan pembinaan kelompok usaha bersama 
penyandang disabilitas. 
13. Pengendalian, pengawasan, pembinaan dan pemberdayaan kepada 
semua upaya kegiatan yang dilaksanakan di bidangnya. 
14. Merumuskan dan penyusuan laporan di bidangnya dengan cara 
mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan, masalah yang 
dihadapi dan langkah kebijaksanaan yang diambil dalam 
pemecahan masalah. 
15. Melaksanakan tugas lain-lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
c. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan 
Orang; memiliki tugas membantu Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dalam 
melaksanakan sub urusan rehabilitasi tuna sosial, korban tindak kekerasan 
dan perdagangan orang. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban Tindak 




1. Merumuskan, penyiapan bahan dan peralatan kerja dengan 
merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang diperlukan di 
tempat kerja agar mudah diuntukkan. 
2. Merumuskan dan menyusun rencana kerja dengan merinci serta 
menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan. 
3. Merumuskan dan evaluasi melaksanakan tugas agar dapat 
diketahui hasil yang dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan, 
sudah atau belum dengan rencana kerja dan tolak ukur 
keberhasilan tugas yang sudah dibuat. 
4. Merumuskan dan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh 
Kepala Bidang untuk menyusun kebijaksanaan, program dan 
prosedur kerja, petunjuk teknis, pencatatan hasil kerja dan laporan 
di bidangnya. 
5. Merumuskan dan inventarisasi, identifikasi data penyandang tuna 
sosial eks Wanita Tuna Susila (WTS), gelandangan dan 
pengemis, gelandangan psikotik, bekas napi, kaum minoritas, 
korban tindak kekerasan, pekerja migran dan perdagangan orang. 
6. Merumuskan, melaksanakan pencegahan, penertiban bekerjasama 
dengan pihak terkait dan rehabilitasi sosial pada penyandang tuna 
sosial eks Wanita Tuna Sosial (WTS), gelandangan dan 
pengemis, gelandangan psikotik). 
7. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, 




tuna sosial eks Wanita Tuna Sosial (WTS), gelandangan dan 
pengemis, gelandangan psikotik, bekas napi, kaum minoritas, 
korban tindak kekerasan, pekerja migran dan perdagangan orang. 
8. Merumuskan dan pembinaan lanjut dan pelayanan perlindungan 
dan rehabilitasi sosial bagi penyandang tuna sosial, korban tindak 
kekerasan, pekerja migran, perdagangan orang serta orang dengan 
HIV/AIDS (ODHA). 
9. Merumuskan dan evaluasi melaksanakan tugas agar dapat 
diketahui hasil yang dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan, 
sudah atau belum dengan rencana kerja dan tolak ukur 
keberhasilan yang telah dibuat. 
10. Merumuskan dan peningkatan usaha-usaha ke arah yang dapat 
mengoptimalkan melaksanakan kegiatan di bidangnya. 
11. Merumuskan, dan melaksanakan pengendalian, pengawasan serta 
pembinaan kepada semua upaya kegiatan yang dilaksanakan di 
bidangnya. 
12. Merumuskan dan pembuatan laporan di bidangnya dengan cara 
mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan, masalah yang 
dihadapi dan langkah kebijaksanaan yang diambil dalam 
pemecahan masalah. 
13. Melakukan tugas lain-lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan 




e) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin; memiliki tugas 
membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan 
pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin. Bidang Pemberdayaan 
Sosial dan Penanganan Fakir Miskin melaksanakan fungsi : 
1. Melakukan koordinasi, merumuskan pembinaan, dan pengendalian 
serta pelayanan kesejahteraan sosial keluarga miskin, lembaga-
lembaga sosial, dan pemberian penghargaan, bantuan dan 
perlindungan sosial kepada keluarga pahlawan dan perintis 
kemerdekaan. 
2. Melakukan koordinasi, pembinaan dan merumuskan penyebarluasan 
nilai-nilai kepahlawanan dan restorasi sosial. 
3. Melakukan koordinasi, pembinaan dan merumuskan bimbingan teknis 
dan pengendalian program pelayanan sosial dan pemberdayaan sosial. 
4. Melakukan koordinasi, pembinaan dan merumuskan inventarisasi data 
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi 
Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di bidangnya. 
5. Melakukan koordinasi, pembinaan, merumuskan penyiapan serta 
pengumpulan bahan dalam rangka menyusun kegiatan penyuluhan, 
bimbingan sosial dan pengembangan swadaya masyarakat di bidang 
kesejahteraan sosial.  
6. Melakukan koordinasi, pembinaan, merumuskan kerjasama dengan 




7. Melakukan koordinasi, pembinaan dan merumuskan melaksanakan 
tugas lain dari petunjuk pimpinan. 
Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin terdiri dari: 
a. Seksi Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin; memiliki tugas membantu 
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dalam 
melaksanakan sub urusan pemberdayaan sosial keluarga miskin. Seksi 
Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin melaksanakan fungsi : 
1. Merumuskan, penyiapan bahan dan peralatan kerja, jenis dan 
jumlah peralatan kerja yang dibutuhkan. 
2. Merumuskan, dan menyusun rencana kerja kegiatan yang akan 
dilaksanakan secara rinci serta membuat tolak ukur keberhasilan 
tugas. 
3. Merumuskan, monitor, evaluasi melaksanakan tugas untuk 
mengatahui hasil-hasil yang sudah dicapai. 
4. Merumuskan dan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh 
Kepala Bidang untuk menyusun kebijaksanaan, program, 
prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan 
di bidangnya. 
5. Merumuskan dan melakukan pendataan, penyuluhan dan 
bimbingan sosial bagi keluarga miskin serta lokasi daerah kumuh 
fakir miskin. 




7. Melakukan pembinaan, peningkatan kesejahteraan sosial keluarga 
miskin melalui bimbingan keterampilan, bantuan modal usaha 
dan modal kerja dalam rangka peningkatan pendapatan keluarga 
miskin. 
8. Melakukan kegiatan bimbingan sosial dan bantuan usaha 
ekonomis produktif bagi keluarga rentan. 
9. Merumuskan dan melakukan pembinaan, pemberian bantuan 
keluarga binaan sosial serta merehabilitasi daerah kumuh 
keluarga miskin. 
10. Merumuskan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan kepada 
semua upaya kegiatan di bidangnya. 
11. Merumuskan, dan melakukan pembinaan kepada Kelompok 
Usaha Bersama (KUB). 
12. Merumuskan, melakukan pembinaan kepada kegiatan program 
bantuan keluarga miskin. 
13. Merumuskan, menyusun laporan kegiatan di bidangnya dengan 
cara mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan meliputi 
masalah yang dihadapi dan kebijaksanaan untuk pemecahan 
masalah. 
14. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
b. Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat; memiliki tugas 




Miskin dalam melaksanakan sub urusan pemberdayaan sosial kelembagaan 
masyarakat. Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat 
melaksanakan fungsi : 
1. Merumuskan, penyiapan bahan dan peralatan kerja, jenis dan jumlah 
peralatan kerja yang dibutuhkan. 
2. Merumuskan, dan menyusun kegiatan rencana kerja yang akan 
dilaksanakan dengan rinci serta membuat tolak ukur keberhasilan tugas. 
3. Merumuskan, melakukan monitoring, evaluasi melaksanakan tugas untuk 
mengatahui hasil-hasil yang sudah dicapai. 
4. Merumuskan dan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh Kepala 
Bidang untuk menyusun kebijaksanaan, program, prosedur kerja, 
pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidangnya. 
5. Merumuskan dan melakukan pendataan kepada organisasi sosial/lembaga 
sosial masyarakat/yayasan, panti sosial, karang taruna, kelompok bermain 
dan penitipan anak serta menyusun profil, pendataan kebutuhan 
komunikasi, informasi edukasi pembanuntukn kesejahteraan sosial bagi 
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) maupun masyarakat 
umumnya. 
6. Melakukan pembinaan dan pemantapan organisasi/ lembaga sosial serta 
pengurusnya. 
7. Merumuskan penyediaan sarana dan prasarana organisasi/lembaga sosial, 




peningkatan partisipasi sosial masyarakat serta pelayanan jaminan 
kesejahteraan sosial dan penyuluhan. 
8. Melakukan pemberian izin operasional organisasi sosial/lembaga sosial 
masyarakat/yayasan, panti sosial, kelompok bermain, dan penitipan anak. 
9. Melakukan pemberian izin operasional sosial dan forum komunikasi dan 
konsultasi, penyediaan perangkat, petugas analisis, programmer dan 
operator. 
10. Merumuskan pengembangan kerjasama, serta petunjuk teknis 
pengembangan organisasi sosial/lembaga penyandang dana dan dunia 
usaha.  
11. Merumuskan dan penyempurnaan pola, pedoman dan petunjuk teknis 
pengembangan organisasi/lembaga sosial khususnya pengembangan 
partisipasi sosial masyarakat. 
12. Melakukan peningkatan bimbingan, pendidikan, dan pelatihan 
keterampilan pengurus karang taruna, organisasi sosia atau lembaga sosial, 
panti sosial, kelompok bermain, penitipan anak dalam bidang manajemen, 
kesejahteraan sosial, kewirausahaan dan keterampilan. 
13. Merumuskan dan melakukan pengembangan forum komunikasi. 
14. Melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan, pembinaan kepada 
organisasi sosial/lembaga sosial masyarakat atau yayasan, panti sosial, 





15. Melakukan inventarisasi, identifikasi permasalahan, pengumpulan bahan-
bahan dalam rangka pemecahan masalah di bidangnya. 
16. Merumuskan dan melakukan rekruitmen, pendidikan, pembinaan sumber 
daya manusia sebagai petugas penyuluhan dan bimbingan sosial. 
17. Merumuskan, melakukan pengadaan sarana prasarana penyuluhan dan 
bimbingan sosial. 
18. Merumuskan, melakukan penyempurnaan pola, materi penyuluhan, 
bimbingan sosial kerjasama dengan berbagai lembaga ilmiah, organisasi 
sosial, lembaga sosial masyarakat dan badan internasional. 
19. Merumuskan dan melakukan pembinaan teknis, bimbingan umum, 
bimbingan sosial, pengenalan masalah, teknis pengembangan serta 
peningkatan fungsi sosial wanita. 
20. Melaksanakan pembinaan dan melakukan pengembangan Pekerja Sosial 
Masyarakat (PSM).  
21. Melaksanakan kegiatan pemantapan sarana pembinaan Pekerja Sosial 
Masyarakat (PSM).  
22. Merumuskan, menyusun laporan kegiatan di bidangnya dengan cara 
mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan, masalah yang dihadapi dan 
langkah kebijaksanaan yang diambil untuk pemecahan masalah. 
23. Melaksanakan tugas lain-lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 
c. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial, 




Penanganan Fakir Miskin dalam menyelenggarakan sub urusan 
kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial. Seksi 
Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial 
melaksanakan fungsi : 
1. Merumuskan, penyiapan bahan dan peralatan kerja dengan cara 
merinci jenis, jumlah peralatan kerja yang dibutuhkan. 
2. Merumuskan, melakukan menyusun rencana kerja secara rinci dan 
menjadwalkan kegiatan yang akan diselenggarakan. 
3. Merumuskan dan melakukan evaluasi melaksanakan tugas untuk 
mengatahui hasil-hasil telah yang dicapai dari kegiatan yang sudah 
dilakukan. 
4. Melakukan pemberian penghargaan, bantuan dan perlindungan sosial 
kepada keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan. 
5. Merumuskan dan meningkatkan usaha-usaha ke arah yang dapat 
mengoptimalkan melaksanakan kegiatan di bidangnya. 
6. Melakukan bimbingan, menyebarluaskan nilai-nilai kepahlawanan, 
meningkatkan upaya pelestarian, pengembangan, penghayatan, dan 
mengamalkan nilai kepahlawanan. 
7. Merumuskan dan melaksanakan pengembalian/pemulihan dalam 
permasalahan sosial. 
8. Merumuskan dan menyusun laporan kegiatan di bidangnya dengan 




dihadapi, dan langkah-langkah kebijaksanaan yang diambil dalam 
pemecahan masalah. 
9. Melaksanakan tugas lain-lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 




































6.1 Kesimpulan  
 Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Program Pembinaan 
Gelandangan dan Pengemis (gepeng) pada Dinas Sosial Kota Pekanbaru, maka 
dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pemerintah Kota Pekanbaru telah melakukan pembinaan terhadap 
gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru akan tetapi pembinaan yang 
dilakukan tersebut terlihat masih kurang maksimal dalam hal ini 
dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru maupun Satuan Polisi 
Pamong Praja, baik itu dalam penyuluhan, penindakan maupun dalam 
pembinaan karena masih ada masyarakat Kota Pekanbaru yang belum 
mendapatkan informasi terkait penyuluhan atau sosialisasi larangan untuk 
memberikan sumbangan kepada gelandangan dan pengemis, Pemerintah 
Kota Pekanbaru kurang maksimal dalam menegakkan Peraturan Daerah 
Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang ketertiban sosial serta 
Pemerintah Kota Pekanbaru, Baru mempunyai Shelter (rumah singgah) 
yang bersifat sementara akan tetapi belum mempunyai balai atau panti 
khusus sebagai tempat pembinaan bagi para gelandangan dan pengemis. 
2. Bentuk Program Pembinaan gelandangan dan pengemis di Dinas Sosial 
Kota Pekanbaru yaitu, Preventif, Refresif, dan Rehabilitatif yang berjalan 
dengan baik, akan tetatapi ada hambatan-hambatan dalam pelaksanakan 
 
 
pembinaan sosial terhadap gelandangan dan pengemis terdapat beberapa 
hambatan yaitu pertama masih kurang maksimal tindakan penyuluhan yang 
dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam memberikan sosialisasi 
kepada masyarakat agar tidak berkembang nya keberadaan gelandangan dan 
pengemis, kedua Pemerintah Kota Pekanbaru kurang maksimal dalam 
memberikan sanksi kepada gelandangan dan pengemis yang terjaring sesuai 
dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008, ketiga 
masih mudahnya masyarakat Kota Pekanbaru untuk memberikan 
sumbangan kepada gelandangan dan pengemis baik dijalan maupun 
ditempat umum lainnya, keempat Pemerintah Kota Pekanbaru belum 
mempunyai wadah atau tempat penampungan mereka bekerja terhadap para 
gelandangan dan pengemis. 
6.2 Saran 
 Adapun saran peneliti dalam Analisis Program Pembinaan gelandangan 
dan pengemis (gepeng) pada Dinas Sosial Kota Pekanbaru adalah : 
Saran Kepada Dinas Sosial Kota Pekanbaru : 
1. Dinas Sosial Kota Pekanbaru harus bekerja sama (koordinasi) dengan 
Organisasi Perangkat Daerah lain dalam memberikan edukasi kepada 
masyarakat terkait untuk tidak memberikan sumbangan kepada para 
gelandangan dan pengemis di jalan, tentunya dengan masyarakat Kota 
Pekanbaru tidak memberikan sumbangan kepada para gelandangan dan 
pengemis secara tidak langsung akan mencegah para gelandangan dan 
 
 
pengemis tersebut berkembang, contohnya Dinas Sosial Kota Pekanbaru 
bisa bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru agar himbauan 
tersebut bisa disampaikan kepada murid-murid yang disekolah bahkan 
sampai kepada orang tua murid. 
2. Dinas Sosial Kota Pekanbaru harus memperhatikan Shelter (rumah 
singgah), karena masih terdapat kekurangan baik sarana prasarana maupun 
sumber daya manusia di shelter tersebut. Adapun kekurangan sarana dan 
prasarana di shelter tersebut seperti, tembok atau pagar shelter yang jebol 
atau mulai roboh dan berkarat. Sementara untuk sumber daya manusia 
shelter tersebut hanya memiliki Ibu asuh dan 2 orang penjaga shelter, belum 
adanya psikolog yang ditempatkan dishelter, tidak adanya perawat atau 
dokter yang ditempatkan dishelter tersbut. 
Saran Kepada Pemerintah Kota Pekanbaru : 
1. Untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sosial di Kota Pekanbaru 
Pemerintah Kota Pekanbaru tidak boleh hanya berpatokan dengan Dinas 
Sosial Kota Pekanbaru saja, karena berbicara permasalahan sosial tentu 
mempunyai ciri dan kriteria tersendiri dan persoalan tersebut harus diatasi 
dengan sangat berbeda pula antara satu sama lain, artinya Pemerintah Kota 
Pekanbaru harus mampu membuat terobosan-terobosan terhadap masalah 
sosial gelandangan dan pengemis maupun masalah sosial lainnya PMKS 
(Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yaitu dengan membentuk Tim 
Terpadu PMKS Kota Pekanbaru, dengan mengeluarkan Peraturan Walikota 
sebagai payung hukum tersendiri dari Tim Terpadu tersebut, adapun OPD 
 
 
(Organisasi Perangkat Daerah) yang tergabung didalam Tim Terpadu ini 
adalah : 
 Dinas Sosial Kota Pekanbaru 
 Satuan Polisi Pamong Praja  
 Kepolisian ( Polda/Polresta Pekanbaru) 
 Badan Pemberdayaan Perempuan Masyarakat dan Keluarga 
Berencana  
 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  
 Kementrian Agama 
 Dinas Tenaga Kerja 
 Dan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru  
   Tim terpadu ini lah yang nantinya akan bekerja sama dalam 
menjalankan program ataupun kegiatan yang telah disusun dengan tujuan 
untuk menuntaskan segala macam bentuk persoalan atau permasalahan 
Sosial terkait Gelandangan dan Pengemis Maupun Masalah Sosial Lainnya 
di Kota Pekanbaru. 
2. Pemerintah Kota Pekanbaru harus tegas dalam menegaskan Peraturan 
Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial. 
3. Pemerintah Kota Pekanbaru memberikan Usulan ( Rekomendasi) Kepada 
Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Sosial Provinsi Riau untuk 
mendirikan suatu panti atau balai serta dilengkapi dengan sarana dan 
prasarananya sebagai tempat khusus rehabilitasi ataupun pembinaan bagi 
para PMKS ( Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ) yang ada di 
 
 
Provinsi Riau, Sehingga para PMKS termasuk di dalamnya Gelandangan 
dan Pengemis yang terjaring tersebut bisa dilakukan pembinaan untuk 
merubah pola pikirnya, mentalnya, kebiasaannya, bahkan bisa 
mengembangkan potensi atau kemampuan yang mereka miliki melalui 
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Wawancara Bersama Ibu Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak 
( Hj. Irin Irsanti, S.Pi ) di Kantor Dinas Sosial Kota Pekanbaru 
 
Wawancara bersama Satgas (satuan tugas) PMKS (Penyandang Masalah 





Wawancara bersama  badut (pengemis) di lampu merah SKA (Hendrik 23 Tahun) 
 






Wawancara bersama badut (pengemis) dilampu merah SKA (Riski 28 Tahun) 
 






Wawancara bersama (gelandangan) di Halte busway depan sekolah babussalam 
panam ( Ibu Linda 56 Tahun) 
 
Wawancara bersama (gelandangan) di bawah jalan flyover simpang lampu merah 





Peneliti di Shelter ( Rumah Singgah ) 
 
Masyarakat (Pak Eddy) 
 





























1. Apakah Dinas Sosial Kota Pekanbaru memberikan penyuluhan dan 
bimbingan sosial kepada masyarakat terhadap para gelandangan dan 
pengemis di Kota Pekanbaru? 
2. Bagaimana bentuk media yang dilakukan Dinas Sosial Kota Pekanbaru 
dalam memberikan penyuluhan dan bimbingan sosial terhadap 
gelandangan dan pengemia di Kota Pekanbaru? 
3. Menurut ibu, apakah dengan penyuluhan dan bimbungan yang dilakukan 
dapat mengurangi peningkatan jumlah gelandangan dan pengemis di Kota 
Pekanbaru? 
4. Apakah ada hambatan yang ditemukan dalam memberikan penyuluhan 
dan bimbingan terhadap geladangan dan pengemis di Kota Pekanbaru? 
5. Bagaimana proses Dinas Sosial Kota Pekanbaru memberi pembinaan 
terkait gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru? 
6. Apakah pembinaan tersebut sudah diberikan secara merata terhadap para 
gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru? 
7. Bagaimana bentuk kegiatan pembinaan sosial? Seperti bimbingan mental 
spiritual, bimbingan sosial, bimbingan keterampilan, dan bimbingan fisik 
di Dinas Sosial Kota Pekanbaru? 
8. Apakah ada hambatan dalam pembinaan sosial di Dinas Sosial Kota 
Pekanbaru? 
9. Dari mana saja Dinas Sosial Kota Pekanbaru mendapatkan bantuan sosial 




10. Dipergunakan untuk apa saja bantuan sosial tersebut oleh Dinas Sosial 
Kota Pekanbaru? 
11. Seperti apa bantuan sosial yang diberikan Dinas Sosial Kota Pekanaru 
terhadap para gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru? 
12. Apakah bantuan-bantuan yang diberikan Dinas Sosial Kota Pekanbaru 
sudah terealisasikan? 
13. Bagaimana Tindakkan Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam melakukan 
Razia terhadapa para gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru? 
14. Kapan Dinas Sosial Kota Pekanbaru melakukan Razia terhadap 
gelandangan dan pengemis di Kota pekanbaru? 
15. Apakah ada hambatan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam 
melakukan razia terhadap gelandangan dan pengemis? 
16. Menurut ibu, setelah dilakukannya razia oleh Dinas Sosial Kota apakah 
mengurangi jumlah gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru? 
17. Bagaimana sanksi yg diberikan oleh Pemerintah Kota/ Dinas Sosial Kota 
Pekanbaru terhadap gelandangan dan pengemis yg sudah terjaring razia di 
kota pekanbaru"? 
18. Kapan sanksi itu diberikan terhadap gelandangan dan pengemis di Kota 
Pekanbaru? 
19. Menurut ibu, adakah efek jera terhadap para gelandangan dan pengemis 
karena dikenakan sanksi oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru? 
20. Apakah sanksi tersebut efektif yg diberikan kepada gelandangan dan 




21. Apakah Dinas Sosial Kota Pekanbaru pernah melakukan penampungan 
terhadap para gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru? 
22. Berapa lama atau batasan waktu yang diberikan terhadap para gelandangan 
dan pengemis di Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk menginap di shelter 
atau rumah singgah tersebut? 
23. Apakah ada petugas yang ditempatkan di Shelter(rumah singgah) tersebut 
oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru? 
24. Kegiatan apa saja yang didapatkan oleh para gelandangan dan pengemis 
maupun PMKS ketika berada di dalam Shelter (rumah singgah) milik 
Dinas Sosial Kota Pekanbaru? 
25. Menurut ibu, seperti apa kriteria yang akan menjadi patokkan dalam tahap 
seleksi terhadap gelandangan dan pengemis Kota Pekanbaru? 
26. Kapan tahap seleksi itu dilakukan dan bagaimana proses yang dilakukan 
Dinas Sosial Kota Pekanbaru? 
Pertanyaan wawancara untuk Gelandangan dan Pengemis 
27. Apakah bapak/ibu pernah mendapatkan penyuluhan dari Dinas Sosial Kota 
Pekanbaru? 
28. Apakah bapak/ibu pernah menerima atau mendapat pembinaan dari Dinas 
Sosial Kota Pekanbaru? 
29. Apakah bapak/ibu pernah diberi sanksi oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru 
atau petugas lainnya? 





31. Apakah bapak/ibu pernah menginap di shelter(rumah singgah) milik Dinas 
Sosial Kota Pekanbaru? 
32. Kegiatan apa saja yang dilakukan bapak/ibu ketika berada didalam 
shelter(rumah singgah) milik Dinas Sosial Kota Pekanbaru? 
33. Apakah bapak/ibu pernah terjaring Razia oleh Dinas Sosial Kota 
Pekanbaru atau petugas lainnya? 
34. Manfaat apa saja yang sudah bapak/ibu terima selama menjalani proses 
pembinaan di Shelter(rumah singgah) milik Dinas Sosial Kota Pekanbaru? 
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